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BAB I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
 
Pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945 adalah 
pembangunan manusia yang seutuhnya, implementasinya adalah pembangunan disegala 
bidang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun upaya 
menuju kearah tersebut bukanlah perkara mudah, prakteknya di lapangan banyak rintangan 
yag harus dihadapi oleh pemerintahan dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut. 
 
Pembangunan nasional selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga 
menyebabkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang berdampak negatif. Dampak 
perubahan tersebut diantaranya adalah meningkatnya kecenderungan terjadi tindak pidana 
yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya tindak 
pidana korupsi, peningkatan tindak pidana korupsi terjadi kareana sifat dasar  manusia yang 
selalu merasa kurang atas apa yang ia peroleh, sifat dasar tersebut memicu perilaku korup.  
 
Indeks persepsi korupsi Indonesia menempati posisi kelima dari 10 negara ASEAN. 
Tahun 2009  berdasarkan Transparency International Indonesia (TII), skor Indonesia 
mencapai  2,8 atau naik dari tahun lalu sebesar 2,6. Dengan demikian posisi Indonesia 
berada  di bawah  langsung Thailand yang mencapai skor  3,4 menempati posisi ke-4, 
kemudian Malaysia dengan skor 4,5 berada di posisi ke-3, Brunei Darussalam dengan skor 
5,5 menempati posisi ke-2 dan posisi teratas dipegang oleh Singapura dengan skor 9,2. 
Sedangkan posisi di bawah Indonesia antara lain Vietnam yang memiliki skor 2,7 menempati 
posisi ke-6,  disambung Filipina dengan skor 2,4 menempati posisi ke-7, Kamboja memiliki 
skor 2 dengen peringkat ke-9, Laos skor 2 berada di posisi ke-9 dan posisu buncit ditempati 
oleh Myanmar dengan skor 1,4. Indeks persepsi korupsi (IPK) tahun 2009 berdasarkan 
Transparency International  mengukur skala persepsi korupsi dengan skala 0 berarti 
dipersepsikan paling korup, sedangkan hingga angka 10 berarti dipersepsikan paling tidak 
korup (paling bersih) (http://www.solopos.com/2009/channel/nasional/indonesia-
peringkat-ke-lima-tingkat-korupsi-di-asean-8184, 14 Maret 2010 pukul 20.04). 
 
Pemberantasan korupsi sebenarnya sudah dilaksanakan sejak proklamasi pada 
tahun 17 Agustus 1945 pemerintah telah berupaya untuk melakukan penangulangan 
terhadap korupsi. Hal ini terbukti dengan diundangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 
untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut masalah  
Korupsi telah diatur dalam Buku II Ban XXVIII KUHP. Walaupun dalam rumusan tersebut 
belum dikenal dengan kejahatan korporasi tetapi baru dikenal dengan istilah  kejahatan 
jabatan. 
 
Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi terus berlanjut dengan 
Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 
1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1971 Nomor Prt/PM /011/1957 sampai 
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Andi Hamzah, 2007: 41). 
 
Di era reformasi sesuai dengan perkembangan jaman, semangat pemberantasan 
korupsi dan kompleksitas masalah perekonomian pemerintah juga membuat payung hukum 
lainnya, baik dalam bentuk instruksi presiden maupun keputusan presiden (keppres). 
Pemerintah bersama-sama dengan pihak legislatif juga menyusun berbagai peraturan yang 
berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Tersebut, antara lain sebagai berikut: Tap MPR 
Nomor XI /MPR/1998 Tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi, Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tantang Penyelenggaran Negara 
yang Bersih dan Bebas Krupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negar RI Nomor 3851), Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasn Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Inonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negra Republik Inonesia  
Nomor 3874) yang telah mengubah  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan  Tindak Piaan Korupsi (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4150). 
 
Banyaknya instrument hukum untuk menjerat pelaku korupsi pemerintah juga 
banyak membentuk tim kerja anti korupsi. Di awal Orde Baru melalui Keppres 228/1967 
tertanggal 2 Desember 1967, Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi yang 
diketuai Mayjen TNI Purno Sutopo Jowono. Tim ini bertugas membantu pemerintah dalam 
upaya memberantas korupsi dengan tindakan represif dan preventif. Hasilnya membawa 
kepala Dolog Baduadji  ke meja hijau. Tidak puas dengan hasil kerja tim tersebut, Presien 
Soeharto menerbitkan tim baru yang bernama Komisi empat dengan Keppres 12/1970 yang 
diketuai Wilopo. Setelah itu berturut-turut dibentuk Tim Operasi Tertib melalaui Inpres 
9/1977 , dan Tim Pemberantasan Korupsi yang Dipimpin oleh JB. Sumarlin pada tahun 1982 
(http://www.seputar.indonesia.com/opinisore, 17 Maret 2010 pukul 13.56). 
 
Hasilnya secara perlahan memang terjadi peningkatan secara kualitas dan 
kuantitas pengungkapan dan penanganan kasus korupsi. Namun demikian hasil tersebut 
dirasa belum memadahi, masih jauh dari harapan mengingat banyaknya perangkat hukum 
yang telah dipersiapkan tersebut belum terpakai secara optimal. Pemberantasan korupsi 
terkesan tebang pilih, hanya berlaku pada pelaku yang tidak lagi berada dalam lingkaran 
kekuasaan. Sedangkan di sisi lain belum menyentuh mereka yang berada di lingkaran 
kekuasaan. Hal ini juga masih disayangkan, dan belum diberi perhatian yang cukup yakni 
hingga saat ini belum ada korporasi yang dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi. 
 
Korupsi yang terjadi di negara kita ini tidak hanya terbatas dilakukan oleh subyek 
hukum perorangan, tetapi dilakukan oleh suatu badan atau korporasi. Namun selama ini 
tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi tidak dapat dijangkau oleh hukum negara 
kita, hal ini dikarenakan Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi tidak mengatur korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi. 
Dengan adanya hal itu korporasi dapat leluasa melakukan praktek korupsi tanpa adanya rasa 
takut terjerat sanksi hukum. 
 
Korporasi sebagai subyek tindak pidana, terutama berkembang dengan adanya 
kejahatan yang menyangkut korporasi sebagai subyek tindak pidana, yang disebabkan 
adanya pengaruh perkembangan perekonomian nasional yang semakin pesat. Di Indonesia 
dalam perundang-undangannya baru muncul dan dikenal badan hukum atau korporasi 
sebagai subyek hukum tindak pidana pada tahun 1951, yaitu dalam Undang-Undang 
Penimbunan Barang –barang dan mulai dikenal secara luas dalam  Undang-Undang Nomor 7 
Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi. Selanjutnya terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan perundangan lainnya. 
 
Dengan digantinya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sangatlah tepat, mengingat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentunya 
tidak relevan lagi dengan perkembangan kejahatan yang semakin cangih termasuk dalam 
bidang korupsi ini. Jika dibandingkan kententuan dalam pasal-pasal mengenai tindak pidana 
korupsi antara Undang-Undang Nomor 3 Tahnun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
terdapat perbedaan dan perbedaan itu sangat mendasar di dalamnya, di mana dalam 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang menjadi subyek hukumnya hanyalah sebatas 
subyek hukum manusia  (natural person), yakni terbatas para pegawai negeri. Akan tetapi, 
setelah di undangkannya Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka subyek hukum tindak pidana korupsi 
diperluas, tidak lagi hanya terbatas pada orang (natural person) dalam artian manusia, juga 
meliputi korporasi (baik yang berbadan hukum maupun yang tiak berbadan hukum). 
 Pertimbangan lain atas perubahan substansi mengenai subyek hukum tindak 
pidana korupsi menurut  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menjadi Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah karena kejahatan korupsi di 
Indonesia sekarang ini tidaklah lagi dilakukan oleh manusia sebagai subyek hukum, 
melainkan juga dilakukan oleh suatu korporasi (baik yang berbadan hukum maupun yang 
tidak berbadan hukum) sebagai subyek tindak pidana yang belum tersentuh hukum. 
 
Atas dasar uraian tersebut diatas dengan diterimanya korporasi sebagai subyek 
tindak pidana, peneliti tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan judul : 





B. Rumusan Masalah 
 
Perumusan masalah yang tegas dapat menghindari pengumpulan data yang tidak 
diperlukan, sehingga penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai. 
Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa 
yang hendak diteliti, yang dapat memudahkan penulis dalam mengumpulkan, menyusun, 
dan menganalisis data. Untuk  mempermudah dalam pembahasan permasalahan yang 
diteliti maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi 
berdasar Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
? 
2. Bagaimana sanksi terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi? 
C. Tujuan Penelitian 
 
Tujuan merupakan target yang ingin dicapai sebagai pemecahan atas berbagai 
masalah yang diteliti (tujuan obyektif) dan untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan 
subyektif). Tujuan penelitian diperlukan karena berkaitan erat dengan perumusan masalah 
dalam penelitian untuk memberikan arah yang tepat dalam penelitian, sehingga penelitian 
dapat berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Tujuan obyektif 
a. Untuk memperoleh  data dan informasi sebagai bahan utama dalam penyusunan 
penulisan hukum guna memenuhi persyaratan akademis bagi setiap mahasiswa 
dalam meraih gelar kesarjanaaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk mendalami teori dan ilmu pengetahuan hukum Pidana yang diperoleh selama 
menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
2. Tujuan subyektif 
a. Untuk memperoleh  data dan informasi sebagai bahan utama dalam penyusunan 
penulisan hukum guna memenuhi persyaratan akademis bagi setiap mahasiswa 
dalam meraih gelar kesarjanaaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk mendalami teori dan ilmu pengetahuan hukum Pidana yang diperoleh selama 
menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
 
1.  Manfaat Teoritis  
a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum pada umumnya, 
khususnya hukum pidana  dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban korporasi 
dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. 
b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang 
diperoleh, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi 
ilmiah. 
2.  Manfaat praktis 
a. Menambah ilmu penetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam teori dan pratik 
penelitian ilmiah dibidang ilmu hukum. 
b. Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan hasil peneliti pada 
permasalahan yang diteliti dan dapat dipergunakan sebagai bahan tambahan 






E. Metode Penelitian 
 
Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan  dan menguji 
kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana yang dilakukan dengan 
menggunakan metode ilmiah (Sutrisno Hadi 1984: 4). Dengan demikian pengertian metode 
ilmiah adalah suatu cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan 
menggunakan metode ilmiah yang bertujuan menemukan, mengembangkan maupun guna 
menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. 
Adapun perincian mengenai metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:  
 
1. Jenis Penelitian  
 Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini 
adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian 
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang 
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematik, dikaji dan kemudian ditarik suatu 
kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 
2006: 52). 
 
2. Sifat Penelitian  
 
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan data 
seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gajala lainnya. Menurut Soerjono 
Soekanto, maksud penelitian bersifat deskriftif ini adalah untuk mempertegas hipotesa-
hipotesa, agar dapat membantu dalam mempertegas teori atau dalam kerangka 
menyusun teori baru (Soerjono Soekanto 2006: 12). 
 
3. Pendekatan Penelitian  
 
Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan  dalam penelitian hukum 
terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), 
pendekatan kasus (case approach), pendekatan histories (historical approach), 
pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter  Mahmud Marzuki, 2005:93).  
Dari keempat pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian 
hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statue approach) adalah  pendekatan 
dengan menggunakan regulasi dan legislasi, dimana dalam penelitian ini regulasi yang 
digunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana 
telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi.      
 
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian  
 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung diperoleh dari lapangan, 
tetapi diperoleh dari studi kepustakaan, berupa buku-buku, dokumen-dokumen, 
laporan-laporan, majalah, peraturan perundang-undangan, surat kabar, sumber-
sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan segala sesuatu 
yang berhubungan dengan obyek penelitian (Soerjono Soekanto, 2006:14). 
 
Sumber data sekunder dalam penelitian normatif ini adalah :  
a. Bahan Hukum Primer itu sendiri berupa peraturan perundang-undangan yaitu 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku referensi, jurnal-jurnal hukum yang 
terkait, dan media massa yang mengulas tentang pengaturan pertanggungjawaban 
korporasi dalam tindak pidana korupsi serta problem yuridis penerapan sanksi 
korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. 
c. Bahan Hukum Tersier terdiri dari bahan internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Kamus Hukum, dan sebagainya. 
5. Teknik Pengumpulan data 
 
Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara 
pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa peraturan perundangan, artikel 
maupun dokumen lain yang dibutuhakan untuk kemudian dikategorikan menurut 
pengelompokam yang tepat. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik studi 
pustaka atau collecting by library untuk menggumpulkan dan menyusun data yang 
diperlukan. 
 
6. Teknik Analisis Data 
 
Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil peneltian 
menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan 
data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga akan dapat ditemukan tema dan 
dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disaran kan oleh data (Lexy J. Moleong, 
1993:103). 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu 
dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan dengan 
teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan 
hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian 
menjadi suatu laporan.  
 
F.   Sistematika Penelitian Hukum 
 
       Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran 
mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, 
maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 
4 (empat) bab dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk 
memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun penulis 
menyususn sistematika penelitian hukum sebagai berikut: 
 
Bab I  :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, 
Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode 
Penelitian Hukum dan Sistematika Penelitian Hukum 
 
Bab II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan judul dan 
masalah yang diteliti yang akan memberikan landasan/kerangka teori 
serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Tinjauan pustaka ini 
terdiri dari Tinjauan tentang hukum pidana, Tinjaun tentang tindak 
pidana. Tinjauan tentang pertanggungjawabn pidana, Tinjauan 
tentang korupsi, Tinjauan tentang korporasi. Selain itu untuk 
memudahkan pemahaman alur berpikir, maka di dalam bab ini juga 
disertai dengan Kerangka Pemikiran. 
 
Bab III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas 
tentang kebijakan pengaturan pertanggungjawaban korporasi 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiman 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta menguraikan sanksi 
terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi. 
 
Bab IV  : PENUTUP 
Dalam bab ini akan diuraikan simpulan dari hasil pembahasan dan 
saran-saran mengenai permasalahan yang ada. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
 
1. Tinjauan Tentang Hukum Pidana 
a. Pengertian Hukum Pidana  
Berbagai penulis telah mencoba untuk membuat rumusan-rumusan hukum 
pidana. Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu 
pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satu kata pun rumusan-rumusan 
yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan 
secara umum (P.A.F. Lamintang, 1997:1). 
Para ahli pidana memiliki pendapat yang berbeda dalam mendifinisikan hukum 
pidana, antara lain: 
1) Moeljatno  
Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu 
negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 
a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi (sic) yang berupa pidana 
tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut 
b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan 
c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanaakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangn 
tersebut. 
Moeljatno merumuskan hukum pidana material pada butir a, dan b, 
sedangkan hukum pidana formil pada butir c. Moeljatno merumuskan hukum 
pidana materiil dengan memisahkan perumusan tindak pidana dan sanksinya 
pada butir a sedangkan pertanggungjawabannya pada butir b (Moeljatno, 
2000:1). 
2) Prof. Simons 
 Mendifinisikan pengertian hukum pidana adalah: 
a) Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan 
nestapa yaitu “pidana” apabila tidak ditaati, 
b) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan 
pidana, dan 
c) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan pidana 
(Sudarto, 1990:9). 
3) Prof. Van Hamel 
 Hukum pidana adalah dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam 
kewajibannya untuk menegaakn hukum, yakni dengan melarang apa yang 
bertentangan dengan hukum (on recht) dan mengenakan suatu nestapa 
(penderitaan kepada yang mlanggar larangan tersebut) (Sudarto, 1990:10). 
4) Prof. Mezger 
Dalam bukunya Strafrecht Allgemeniner Teil 4e aulf 1952 pag 4. Disitu dikatakan 
bahwa hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum (die jenigge 
rechtsnormen) yang menentukan (menghubungkan) suatu pidana sebagai akibat 
hukum (rechfolge) kepada suatu perbuatan yang telah dilakukan” (Moeljatno, 
2000:7). 
5) Prof. Pompe 
Dalam Hadboek Nederlans Strafrechat 4e dr 1953. hukum pidana adalah semua 
perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macam-macamnya 
pidana itu” (Moeljatno, 2000:7). 
 
Walaupun tiap-tiap ahli mempunyai definisi yang berbeda, tetapi terdapat 
kesamaan dalam definisi hukum pidana. Hukum pidana itu mengatur apa yang 
seharusnya dilakukan dan apa yang dilarang dan apabila melanggar akan dapat 
dijatuhi pidana. Secara substantif hukum pidana mencangkup seluruh kejahatan 
(crime), tindak pidana (criminal act), niat jahat (mens rea/criminal intent), 
kemampuan melakukan tindak pidana/kejahatan (capacity to commit crime), 
pembebasan dari pertanggungjawaban pidana (exemtion from criminal 
liability/criminal responsibility), pelaku tindak pidana (parties to crime), dan seluruh 
unsur-unsur atau karakteristik dari tindak pidana.  
 
2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 
a. Istilah Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 
Belanda yaitu “stafbaar feit”. Secara literlijk kata straf artinya pidana, baar artinya dapat 
atau boleh dan feit adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit 
secara utuh, straf diterjemahkan dengan kata hukum, padahal lazimnya hukum 
terjemahan dari recht. Untuk kata baar ada dua istilah yakni boleh dan dapat. 
Sedangkan untuk feit ada empat istilah yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
perbuatan (Adami Chazawi, 2002 : 69). 
b. Pengertian Tindak Pidana 
Para ahli hukum mempunyai pandangan sendiri dalam memberikan pengertian 
mengenai tindak pidana. Menurut Adami Chazawi, mereka terbagi ke dalam 2 (dua) 
pandangan, yaitu pandangan dualisme dan monisme. Pandangan dualisme adalah 
pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan. Beberapa 
ahli hukum yang menganut pandangan dualisme memberikan definisi tindak pidana 
sebagai berikut :  
1. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan pidana yaitu 
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut. 
2. Menurut Pompe strafbaar feit sebenarnya tidak lain dari suatu tindakan yang 
menurut rumusan undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat 
dihukum. 
3. Vos memberikan definisi strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang 
diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. 
4. R. Tresna memberi definisi peristiwa pidana sebagai sesuatu perbuatan atau 
rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau 
peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan 
tindakan penghukuman (Adami Chazawi, 2002 : 72-73). 
Sementara itu, pandangan monisme adalah pandangan yang tidak memisahkan 
antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. 
Beberapa ahli hukum yang berpandangan monisme memberikan definisi tentang tindak 
pidana sebagai berikut : 
1. J.E. Jonkers merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan 
hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau 
kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. 
2. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. 
3. H.J. van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah 
kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga 
kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang 
karena itu dapat dipersalahkan. 
4. Simons, merumuskan strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum 
yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat 
dihukum (Adami Chazawi, 2002 : 75).  
c. Unsur-Unsur Tindak Pidana    
Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) umumnya dapat dijabarkan dalam unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif 
adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan diri pelaku dan 
termasuk segala sesuatu yang terkandung di hatinya, terdiri dari: 
1) kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 
2) maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 
dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 
3) macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya dalam 
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain; 
4) merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya yang 
terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 
5) perasaan takut atau vress seperti antara lain yang terdapat dalam rumusan 
tindak pidana Pasal 308 KUHP (Lamintang, 1996 : 193-194). 
Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan 
dalam mana tindakan dari pelaku harus dilakukan, terdiri dari: 
1) sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 
2) kualitas dari pelaku; 
3) kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan 
sesuatu kenyataan sebagai akibat (Lamintang, 1996 : 194). 
Selain itu, untuk menguraikan unsur-unsur tindak pidana menurut dua sudut 
pandang, yaitu : 
1) Sudut teoritis (berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada 
rumusannya). 
a) paham dualisme 
(1) Moeljatno, unsur tindak pidana:  
(a) perbuatan; 
(b) yang dilarang (oleh aturan hukum); 
(c) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) (Sudarto, 
1990: 43). 
(2) H.B Vos, unsur tindak pidana: 
(a) Kelakuan manusia, dan  
(b) Diancam pidana dalam undang-undang (Sudarto, 1990:42). 
b) paham monisme 
(1) Schravendijk memberikan batasan yang unsur-unsurnya sebagai berikut 
: 
(a) kelakuan (orang yang); 
(b) bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
(c) diancam dengan hukuman; 
(d) dilakukan oleh orang (yang dapat); 
(e) dipersalahkan/kesalahan (Adami Chazawi, 2002 : 79-80). 
(2) Simons, unsur tindak pidana: 
(a) Perbuatan manusia 
(b) Diancam dengan pidana 
(c) Melawan hukum 
(d) Dilakukan dengan kesalahan  
(e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (Sudarto, 
1990:41). 
(3) Van Hamel, unsur tindak pidana: 
(a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 
(b) Melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, 
(c) Patut dipidana (Sudarto, 1990: 41). 
(4) E. Mezger, unsur tindak pidana: 
(a) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusioa (aktif atau 
membiarkan) 
(b) Sifat melawan hukum  
(c) Dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang 
(d) Diancam dengan pidana (Sudarto, 1990: 42). 
 
2) Dari sudut undang-undang (kenyataan tindak pidana dirumuskan menjadi 
tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang 
ada). Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat dalam 
KUHP, maka unsur tindak pidana yaitu : 
a. Unsur tingkah laku (aktif dan pasif). 
b. Unsur sifat melawan hukum. 
c. Unsur kesalahan (schuld), terdiri dari kesengajaan, kelalaian atau culpa. 
d. Unsur akibat konstitutif. 
e. Unsur keadaan yang menyertai.Unsur syarat tambahan untuk dapat 
dituntut pidana. 
f. Syarat tambahan untuk memperberat pidana (Adami Chazawi, 2002 : 81). 
d. Jenis-Jenis Tindak Pidana  
1) Kejahatan dan Pelanggaran  
Kejahatan atau yang disebut rechtdelicten ialah perbuatan yang bertentangan 
dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-
undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai 
bertentangan dengan keadilan. Misalnya: pembunuhan, pencurian. 
Pelanggaran atau wetsdelict ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari 
sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi 
karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memparkir mobil 
dikanan jalan (Sudarto, 1990: 56). 
Apapun alasannya pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran yang pasti 
jenis pelanggaran itu adalah lebih ringan dibanding kejahatan, hal ini dapat diketahui 
dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi 
berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominir dengan 
ancaman pidana penjara. 
Dengan dibedakan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran secara tajam 
dalam KUHP, mempunyai konsekuensi berikutnya dalam hukum pidana material, 
antara lain yaitu: 
a) Dalam hal percobaan, yang dapat dipidana hanyalah terhadap percobaan 
melakukan kejahatan saja, dan tidak pada percobaan pelanggaran (Pasal 53 
dan 54 KUHP) 
b) Mengenai pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan dalam hal 
kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran (Pasal 56 KUHP) 
c) Azas personaliteit hanya berlaku pada warga Negara RI yang melakukan 
kejahatan (bukan pelanggaran) diluar wilayah RI yang menurut hukum pidana 
Negara asing tersebut adalah berupa perbuatan yang diancam pidana (Pasal 5 
ayat 1 sub 2 KUHP) 
d) Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus 
komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terjadi adalah atas 
sepengetahuan mereka, jika tidak maka pengurus, anggota pengurus atau 
komisaris itu tidak di pidana. Hal ini tidak berlaku pada kejahatan. 
e) Dalam ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pidana terhadap 
tindak pidana (aduan) hanya berlaku pada jenis kejahatan saja, dan tidak pada 
jenis pelanggaran. 
f) Dalam hal tentang waktu daluwarsa hak Negara untuk menuntut pidana dan 
menjalankan pidana pada pelanggaran relative lebih pendek daripada 
kejahatan (Pasal 78 dan 84 KUHP) 
g) Hapusnya hak Negara untuk melakukan penuntutan pidana karena telah 
dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesuai yang diancamkan serta 
biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, hanyalah 
pada pelanggaran saja (Pasal 82 ayat 1KUHP) 
h) Dalam hal menjalankan pidana perampasan barang tertentu dalam 
pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dilakukan jika dalam UU bagi 
pelanggaran tersebut ditentukan dapat dirampas (Pasal 39 ayat 2 KUHP) 
i) Dalam ketentuan mengenai penyertaan dalam hal tindak pidana yang 
dilakukan dengan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan 
saja (Pasal 62 dan 62 KUHP) dan tidak berlaku pada pelanggaran 
j) Dalam hal penadahan, benda obyek penadahan haruslah diperoleh dari 
kejahatan saja, dan bukan dari pelanggaran (Pasal 480 KUHP) 
k) Ketentuan pidana dalam undang-undnag Indonesia hanya diberlakukan bagi 
setiap pegawai negeri diluar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan 
jabatan (Pasal 7KUHP) dan bukan pelanggaran jabatan 
l) Dalam hal perbarengan perbuatan system penjatuhan pidana dibedakan antar 
perbarengan antara kejahatan denagn kejahatan yang menggunakan system 
hisapan yang diperberat dengan perbarengan dengan pelanggaran yang 
menggunakan sistem kumulasi murni (Adami Chazawi,2002:120-122). 
 
2) Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan 
kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya 
perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik (Sudarto, 1990: 57). Perumusan 
tindak pidana formil tidak memperhatikan dan tidak memerlukan timbulnya suatu 
akibat tertentu dari perbuatan sebagi syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan 
semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 KUHP, untuk 
selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. 
Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, itu adalah delik yang 
perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik 
ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi (Sudarto, 1990: 
57). Misalnya pada pembunuhan Pasal 338 KUHP inti larangan adalah pada 
menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau 
memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan 
bukan pada selesainya wujud perbuatan. 
 
 
3) Tindak pidana komisi (delik aktif) dan tindak pidana omisi (delik pasif) 
Tindak pidana komisi juga disebut delicta commissionis ialah tindak pidana yang 
terjadi karena suatu perbuatan seseorang, yang dapat meliputi bagi tindak pidana 
formil dan tindak pidana material, diatur di dalam Pasal 362 KUHP dan 378 KUHP. 
Tindak pidana omisi juga disebut delicta ommissionis yaitu tindak pidana yang terjadi 
karena seseorang tidak berbuat sesuatu atau dilakukan dengan membiarkan atau 
mengabaikan (nalaten), dan biasanya biasanya merupakan tindak pidana formil. 
Misalnya dalam Pasal 224 KUHP tentang orang yang tidak memenuhi panggilan 
pengadilan. 
Perbedaan antara kedua macam tindak pidana itu sering dikatakan bahwa 
delicta commissionis merupakan tindak pidana karena berbuat (een doen) yang 
dilakukan dengan melanggar larangan. Sedangkan delicta ommmiissionis merupakan 
tindak pidana karena tidak berbuat (een nalaten) yang dilakukan melanggar 
keharusan. Tindak pidana omisi dibedakan antara tindak pidana omisi yang murni 
dengan yang tidak murni. Tindak pidana omisi yang murni adalah tindak pidana yang 
membiarkan sesuatu yang diperintahkan, sedang tindak pidana omisi yang tidak murni 
disebut delicto commissionis per ommissionem. Tindak pidana omisi yang tidak murni 
terjadi jika oleh undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat itu dapat ditimbulkan 
dengan suatu pengabaian. (Adami Chazawi,2002:126). 
4) Tindak pidana selesai dan tindak pidana berlanjut 
Tindak pidana yang selesai juga disebut juga oflopende delicten yaitu suatu 
tindak pidana yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat (een doen 
of nalaten) dan tindak pidana telah selesai ketika dilakukan, seperti misalnya 
kejahatan tentang penghasutan, pembunuhan, pembakaran dan sebagainya, ataupun 
Pasal 330 dan Pasal 529 KUHP. 
 
Tindak pidana berlanjut disebut juga voorurence delicten yaitu sutu tindak 
pidana yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang 
terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan. 
Voordurence delicten antara lain terdapat di dalam Pasal 221 KUHP tentang 
menyembunyikan orang jahat dan Pasal 250 KUHP tentang mempunyai persedian 
bahan untuk memalsukan uang. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana 
voordurence delicten disebut juga delicta continua. Pentingnya pembagian dari tindak 
pidana ke dalam aflopend delict dan voordurence delict adalah untuk menentuan saat 
dimulainya jangka waktu daluwarsa yaitu dihitung mulai hari berikutnya setelah tindak 
pidana yang bersangkutan dilakukan, sedangkan pada voordurence delichten jangka 
waktu tersebut dihitung mulai berhentinya keadaan yang terlarang (P.A.F. Lamintang, 
1997: 217). 
5) Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP 
sebagi kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP). Sedangkan tindak 
pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi tersebut. 
Misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana psikotropika, tindak pidana perbankan, 
tindak pidana narkotika 
Walaupun telah ada kodifikasi, tetapi adanya tindak pidana diluar KUHP adalah 
suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Karena perbuatan-perbuatan tertentu 
yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus 
berkembang, sesuai dengan perkemabangan teknologi dan kemajuan ilmu 
pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkan pada kodifikasi 
(KUHP) 
Tindak pidana diluar KUHP tersebar dalam berbagai Peraturan perundang-
undangan yang ada, peraturan perundang-undangan ituadalah berupa peraturan 
perundang-undangan pidana, misalnya UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 
diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 Tentang tindak pidana korupsi, UU No 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan, dan lainnya (Adami Chazawi,2002:126). 
6) Tindak pidana Comunia dan tindak pidana Propria 
Jika dilihat dari subyek hukum tindak pidana, maka tindak pidana itu dapat 
dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (delicta 
comunia) dan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu 
(delicta propria).  
Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada 
semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan 
maksud yang demikian. Akan tetapi ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut 
tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, 
misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan 
pelayaran) dan sebagainya. Disamping itu juga ada kualitas  pribadi itu yang sifatnya 
dapat memberatkan atau meringankan pidana, yang dirumuskan sebgai tindak pidana 
yang berdiri sendiri. Misalnya seorang ibu melakukan pembunuhan bayinya Pasal 342 
KUHP, seseorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya 
Pasal 346 KUHP (Adami Chazawi,2002:128). 
7) Delik aduan (klacht delicten) dan delik biasa (genowe delicten) 
Delik biasa (genowe delicten) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya 
penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari 
yang berhak.sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana/delik  biasa yang 
dimaksudkan ini. 
Sedangkan tindak pidana/delik aduan adalah delik atau tindak pidana yang 
untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya 
pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya 
dalam perkara perdata atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang 
diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak. Sedangkan delik-delik 
selebihnya dalam KUHP itu merupakan delik biasa yang dapat dituntut tanpa adanya 
Sesutu pengaduan. 
Tindak pidana aduan ada 2 macam yaitu: 
a) Tindak pidana aduan mutlak, yaitu tindak pidana aduan yang setiap kejadian 
syarat pengaduan itu harus ada. Misalnya pencemaran Pasal 310 KUHP dan 
fitnah Pasal 311 KUHP. 
b) Tindak pidana aduan relatif, adalah sebaliknya, ialah hanya dalam keadaan 
tertentu atau jika memenuhi syarat/unsure tertentu saja tindak pidana itu 
menjadi aduan, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat 2 jo 362-
365 KUHP) atau penggelapan dalam kalangan keluarga. 
Bila kedua contoh kejahatan itu terjadi bukan dalam kalangan keluarga, maka 
kejahatan itu tidak merupakan tindak pidana aduan, melainkan tindak pidana biasa. 
Keadaan dalam kalangan keluarga itulah yang menyebabkan kedua kejahatan itu 
menjadi tindak pidana aduan (Adami Chazawi,2002:129). 
 
3. Tinjaun tentang Pertanggungjawaban Pidana  
Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap delik 
atau perbuatan pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu 
adalah perbuatan pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana dalam sistem 
hukum kita mengenal 2 sistem pertanggungjawaban pidana yaitu: pertanggungjawaban 
individu atau orang pribadi dan pertanggungjawaban korporasi atau badan hukum. 
Adapun bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana yaitu: 
1) Pertanggungjawaban mutlak (strict liability) 
Pertanggungjawaban merupakan efek dari apa yang ditimbulkan sebagi 
sebab akibat dari tindakan yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana timbul 
apabila pelaku melakukan tindak pidana dan padanya terdapat unsur kesalahan 
karena unsur kesalahan ini merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi untuk 
menjatuhkan pidana kepada seseoarang yang dipersangkakan telah melakukan 
tindak pidana. Akan tetapi dimungkinkan seseorang dipidana atas perbuatannya 
walaupun pada dirinya tidak terdapat kesalahan. Bentuk pertanggungjawaban 
ini disebut pertanggungjawaban mutlak (liability without fault). 
Pada bentuk pertanggungjawaban pidana ini pelaku tidak harus 
memiliki niat jahat (guilty mind/ mens rea) pada dirinya. Bentuk 
pertanggungjawaban ini pada umumnya timbul pada delik-delik terhadap 
kesejahteraan umum (public welfare offences) 
2) Pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan orang lain (vicarious 
liability) 
Bentuk lain dari pertanggungjawaban pidana adalah vicarious liability 
(the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another). Pada 
bentuk ini seseorang bertanggungjawab di muka hukum atas delik yang 
dilakukan oleh orang lain. Jadi dalam bentuk pertanggungjawaban ini mens rea 
melekat pada satu oaring dan actus reus-nya dilakukan oleh orang lain, dan 
dimintakan pertanggungjawabannya adalah yang memiliki niat jahatnya (mens 
rea-nya) (Barda Nawawi Arif, 1994:29). 
 
4.  Tinjauan Tentang Korupsi 
a. Pengertian Korupsi 
Istilah korupsi berasal dari dari satu kata dalam bahasa latin yakni corruption atau 
corruptus  yang disalin ke berbagai bahasa. Dari bahasa latin itupun turun kebanyak 
bahasa Eropa seperti inggris, yaitu corruption, corrupt; Perancis, yaitu corruption; dan 
Belanda, yaitu corruptie (korruptie). Agaknya dari bahasa belanda inilah lahir kata korupsi 
dalam bahasa Indonesia. 
Kamus Besar Bahasa Indonesia ”korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan 
(uang negara atau perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain” ( Anton M 
Muliono, 1988:462). 
Korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru pertama kali 
dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 
1958 No. Prt/Perpu/013/1958 (BN No 40 Tahun 1958) yang diberlakukan pula bagi 
penduduk dalam wilayah kekuasaan angkatan laut melalui surat Keputusan Kepal 
Staf Angkatan Laut No Prt/z.1/1/7 tanggal 17 April 1958.Peraturan ini memuat 
peraturan perundangundangan mengenai korupsi pertama kali di Indonesia. 
Peraturan perundang-undangan pada zaman Hindia Belanda termasuk WvS Hindia 
Belanda (KUHP kita sekarang) juga tidak dijumpai istilah korupsi. Dalam peraturan 
penguasa perang tersebut tidak dijelaskan mengenai pengertian istilah korupsi 
tetapi hanya dibedakan menjadi korupsi pidana dan korupsi lainnya (Adami 
Chazawi, 2005:3). 
 
Secara harafiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesunguhnya korupsi memiliki arti 
yang sangat luas: 
1). Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahan dan 
sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orng lain. 
2). Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; 
dapat disogok (melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi). 
b). Pembagian Korupsi 
Pembagian Tindak Pidana Korupsi dibedakan menjadi beberapa   substansi yaitu: 
1) Atas  Dasar Substansi Obyek Tindak Pidana Korupsi 
a). Tindak Pidana Korupsi Murni: adalah tindak pidana korupsi yang substansi 
obyeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum 
terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan Negara, 
perekonomian Negara, 
b). Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni: adalah tindak pidana yang substansi 
obyeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi 
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam upaya 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 
2) Atas Dasar Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi 
a). Tindak Pidana Korupsi Umum: adalah bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang 
ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai 
negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi. 
b). Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara: adalah tindak 
pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai 
pegawai negeri atau penyelenggara Negara. 
3) Atas Dasar Sumbernya  
a). Tindak Pidana Korupsi yang Bersumber pada KUHP 
(1). Tindak Pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001, rumusan tersebut berasal atau bersumber dari rumusan 
tindak pidana dalam KUHP. 
(2). Tindak Pidana Korupsi yang menunjuk pada pasal-pasal tertentu dalam 
KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah 
ancaman dan sistem pemidanaannya. 
b).Tindak Pidana Korupsi yang oleh Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaiman 
telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Dirumuskan sendiri 
sebagai tindak pidana korupsi: adalah tindak pidana yang berupa tindak pidana 
asli yang dibentuk oleh Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 
diubah dengan  Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
4) Atas Dasar tingkah Laku/Perbuatan Dalam Rumusan Tindak Pidana 
a). Tindak Pidana Korupsi Aktif: adalah tindak pidana korupsi  yang dalam 
rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif 
b). Tindak Pidana Korupsi Pasif atau Tindak Pidana Korupsi Negatif: adalah tindak 
pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif atau tindak pidana 
yang melarang untuk tidak berbuat aktif. 
5) Atas Dasar Dapat Tidaknya Merugikan Keuangan Dan Atau Perekonomian Negara 
a).Tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara atau 
perekonomian Negara, merupakan tindak pidana formil. 
b).Tindak Pidana Korupsi yang tidak mensyaratkan dapat menimbulkan kerugian 
keuangan Negara atau perekonomian Negara, merupakan tindak pidana materiil 
( Adami Chazawi, 2005:20-21). 
c). Faktor-Faktor Penyebab Korupsi 
Beberapa ahli hukum menjelaskan sebab-sebab terjadinya korupsi antara lain: 
1). Andi Hamzah  
Menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi: 
a). Kurangnya gaji Pegawai Negei Sipil (PNS) jika dibandingkan dengan 
kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat. 
b). Kultur kebudayaan Indonesia yang merupakan sumber meluasnya korupsi 
c).  Manajemen yang kurang baik serta komunikasi yang tidak efektif dan efisien 
d).   Modernisasi (Andi Hamzah, 2007:13). 
2). Lutfi J Kurniawan 
Menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi : 
a).Motif : korupsi dilakukan seseorang dengan motif-motif tertentu seperti, 
motif politik dan kekuasaan, motif ekonomi. 
b).Peluang: diantaranya karena birokrasi yang kompleks, tertutupnya akses 
publik atas informasi dan pengawasan yang kurang maksimal (Lutfi J 
Kurniawan, 2003:10). 
d).  Sifat korupsi 
Sifat korupsi menurut Baharudin Lopa yaitu sebagai berikut: 
1) Korupsi yang bermotif terselubung 
Yaitu korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara 
tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata 
2) Korupsi yang bermotif ganda 
Yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatan hanya bermotifkan 
mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan 
politik (Evi Hartanti,2007;10). 
e).  Ciri-Ciri Korupsi 
Dijelaskan oleh Shed Husein Alatas, korupsi mempunyai cirri-ciri sebagai berikut: 
1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang 
2) Korupsi pada umumnya dilakukan dengan rahasia 
3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik 
4) Mereka yang mempraktekan korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi 
perbuatan dibalik pembenaran hukum 
5) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu 
untuk mempengaruhi keputusan itu. 
6) Setiap korupsi mengandung perbuatan menipu 
7) Setiap perbuatan adalah suatu pengkianatan terhadap kepercayaan 
8) Setiap perilaku korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dan mereka 
yang melakukan tindak pidana tersebut 
9) Korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dan tatanan 
masyarakat (Evi Hartanti,2007:11). 
f). Subyek Hukum Korupsi 
Menurut Soepanto dalam jurnal hukum Yustisia yang berjudul ”operasionalisasi 
perundang-undangan pidana dalam penangulangan tindak pidana korupsi” mengatakan 
subyek hukum dalam UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No 
20 Tahun 2001 sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang dan juga korporasi. 
Penentuan korporasi dapat sebagai pelaku korupsi sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan berkaiatan dengan perkembangan korupsi. Pelaku tidak terdiri 
dari seorang individu,melainkan merupakan kolaborasi dari beberapa orang, dan 
kedudukannya yang tidak hanya sebagai pejabat, namun merambah pada lingkungan 
keluarganya, para pengusaha, yang besar kemungkinannya secara kelompok, yang dapat 
disebut sebagai korporasi (Soepanto, 2008: 83). 
g). Akibat Negatif Korupsi 
Gunar Myrdal berpendapat bahwa korupsi tidak akan pernah berakibat positif. 
Akibat-akibat negatif yang ditimbulkan korupsi antara lain: 
1) Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut 
kurangnya hasrat untuk terjun dibidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya 
pasaran nasional 
2) Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural, sedang bersama 
dengan itu kesatuan Negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat 
pemerintah. Tendensi-tendensi itu membahayakan stabilitas politik. 
3) Korupsi mengakibatkan turunya disiplin sosial. Uang suap itu tidak hanya 
memperlancar prosedur administrasi, tetapi biasanya juga berakibat adanya 
kesenjangan untuk memperlanbat proses administrasi agar dengan demikian 
dapat meneriama suap. Disamping itu, pelaksanaan rencana-rencana 
pembangunan yang sudah diputuskan , dipersulit dan diperhambat karena 






5. Tinjauan Tentang Korporasi  
a). Pengertian Korporasi  
 Secara etimologi tentang kata korporasi  (Belanda: corrporatie, Inggris: 
corporation, Jerman: corporation) berasal dari kata corporation dalam bahasa latin. 
Dengan demikian, corporation itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan 
lain perkataan badan yang dijadikan orang. 
 Menurut Utrecht/Moh. Sholeh Djindang korporasi ialah suatu gabungan orang 
yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum 
tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan, 
tetapi mempunyai hak dan kewajiban anggota masing-masing.  A.Z.Abidin 
menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang 
diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.  
Menurut Subekti dan Tjitrosudibio yang dimaksud dengan corporatie atau 
korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Sedangkan Yan 
Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseroan 
yang merupakan badan hukum, korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah 
suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang 
manusia (persona) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki 
hak menggugat maupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah 
PT (Perseroan Terbatas), NV (namloze vennootschap), dan yayasan (stichting), bahkan 
Negara juga merupakan badan hukum (Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010: 25). 
Adapun pengertian korporasi dalam Endisklopedia Ekonomi Keuangan, dan 
Perdagangan yang dihimpun oleh A. Abduracman menyatakan: corporatiaon (korporasi; 
perseroan) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang 
diciptakan menurut undang-undang suatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau 
aktifitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya 
atau untuk jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas itu dapat dituntut 
dimuka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak 
dan melaksanakan menurut kontrak dan melaksanakan semuua fungsi lainya yang 
seseoarng dapat melaksanakannya menurur undang-undang suatu negara (Muladi dan 
Dwidja Priyatno,2010: 26).  
Menurut Wirjono Prodjokoro, korporasi adalah suatu perkumpulan orang, 
dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang 
merupakan anggota dari koperasi itu, anggota mana juga memiliki kekuasaan dalam 
peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai kekuasaan yang tertinggi dalam 
peraturan korporasi (Muladi dan Dwidja Priyatno,2010: 27). 
 
Kata korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan para pakar hukum 
pidana untuk menyebutkan apa yang biasa dalam hukum lain khususnya hukum perdata 
sebagai badan hukum, yang dalam bahasa Belanda rechtspersoon atau dalam bahasa 
Inggris disebut legal entities atau corporation. 
Subyek hukum korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, 
yaitu terdapat dalam Undang-Undang Penimbunan Barang. Mulai dikenal luas dalam 
Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU Drt. Tahun 1955), juga 
diketemukan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 11 PNPS Tahun 1963 Tentang Tindak 
Pidana Subversi, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, pasal 1 ayat (1) 
Undang-Undang 31Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001, Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Pasal 
1 butir 19 Undang-Undang Nomot 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, serta dalam  
Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan 
demikian, korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia hanya ditemui dalam 
perundang-undangan khusus diluar KUHP, yang merupakan pelengkap KUHP, sebab 
untuk hukum pidana atau KUHP itu sendii masih menganut subyek hukum pidana secara 
umum, yaitu manusia sesuai pasal 59 KUHP (Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010:45).       
 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Pasal 1 butir 1“ korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan terorganisir baik 
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” . 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 1 butir 13 
menjelaskan bahwa “ korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang/kekayaan baik 
merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum”. 
Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa korporasi menurut 
hukum perdata adalah merupakan badan hukum dengan bentuk bermacam-macam 
sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Untuk mendapatkan status badan hukum 
harus mendapatkan pengesahan akta pendirian dari pemerintah. 
Pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas pengertiannya 
dibanding dengan hukum perdata. Menurut hukum pidana korporasi bisa berbentuk 
badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Korporasi berbadan hukum disini berarti 
sesuai dengan pengertian menurut hukum perdata yaitu suatu badan atau perkumpulan 
atau organisasi yang dalam pendiriannya harus mendapatkan pengesahan atau 
mendapatkan akata dari pejabat yang berwenang atau pemerintah. Sedangkan untuk 
korporasi yang tidak berbadan hukum adalah suatu korporasi yang tidak memerlukan 
pengesahan dari pejabat yang berwenang atau pemerintah dalam mendirikannya.                                                                                                                                              
b). Pembagian Korporasi  
Menrut Chidir Ali, korporasi (badan hukum) di Indonesia dapat di golongkan 
menurut macam-macamnya, jenis dan sifatnya: 
1) Menurut Macam-macamnya 
a) Badan hukum orisinal (murni, asli) yaitu Negara 
b) Badan hukum yang tidak orisinil (tidak murni, tidak asli), yaitu badan hukum 
yang berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan ketentuan Pasal 1653 
KUHPerdata. Menurut Pasal tersebut ada empat jenis badan hukum: 
(1) Badan hukum yang didirikan oleh kekuasaan umum, misalnya propinsi, 
kotaparaja, bank-bank ynag didirikan Negara 
(2) Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum, misalnya perseroan 
(venootschap), gereja-gereja (sebelum diatur sendiri tahun 1027), 
waterschapen seperti Subak di Bali 
(3) Badan hukum yang diperkenankan (diperbolehkan) karena diizinkan. 
(4) Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud atau tujuan tertentu. 
 
2) Menurut Jenis-Jenisnya 
a). Badan hukum publik: suatu badan hukum publik di Indonesia yang merupakan 
badan hukum publik adalah Negara. Badan hukum publik meliputi badan hukum 
publik yang mempunyai teritorial (misalnya Negara Republik Indonesia, 
propinsi) dan badan hukum publik yang tidak mempunyai teritorial (misalnya 
Bank Indonesia) 
b). Badan hukum privat: adalah badan hukum terjadi atau didirikan atas pernyataan 
kehendak dari orang secara perorangan, misalnya perkumpulan, yayasan, 
koperasi, perseroan terbatas (PT). 
3) Menurut Sifatnya 
a)  Korporasi  
b) Yayasan  (Setiyono,2005:4-5). 
c). Motif kejahatan Korporasi 
 Motif ekonomi dari sebagian korporasi untuk memperoleh keuntungan dan 
kekayaan besar-besaran dengan menimbulkan kerugian besar kepada warga masyarakat 
dan warga Negara dapat dilakukan melalaui perbuatan-perbuatan atau kejahatan 
terselubung dengan modus operandi yang halus. Dengan memanfaatkan teknologi 
canggih, mereka merusak mental pejabat atau birokratik. Maka dengan itu korban dapat 
timbul, baik menyangkut kerusakan sumber daya alam maupun sumber daya manusia 
(Setiyono,2005:44). 
d). Kerugian akibat kejahatan korporasi  
1) Kerugian di bidang ekonomi atau materi 
 Meskipun sulit untuk mengukur secara tepat jumlah kerugian yang 
ditimbulkan oleh kejahatan korporasi, terutama tidak ada badan hukum secara 
khusus bertugas mencatat kejahatan korporasi, berbeda dengan kejahatan 
konvesional. Berbagai peristiwa menunjukan bahwa tingkat kerugian ekonomi 
ditimbulkan oleh kejahatan ini luar biasa tingkat kerugian ekonomi yang 
ditimbulkan dibandingkan dengan kerugian yang timbulkan oleh kejahatan 
konvensional seperti perampokan, pencurian, penipuan. 
2) Kerugian dibidang kesehatan dan keslamatan jiwa 
 Korporasi bertanggungjawab terhadap ribuan kematian dan cacat tubuh 
yang terjadi di seluruh dunia. Resiko kematian dan cacat tubuh yang disebabkan 
oleh produk yang dihasilkan oleh korporasi maupun dalam proses produksi, 
sehingga yang menjadi korban kajahatan  adalah masyarakat luas, khususnya 
konsumen dan mereka yang bekerja pada korporasi. 
3) Kerugian di bidang sosial dan moral 
 Disamping kerugian ekonomi, kesehatan dan jiwa, kerugian yang tidak 
kalah pentingnya yang timbukan oleh kejahatan korporasi adalah kerugian 
dibidang sosial dan moral. Dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi 
adalah merusak kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis (Setiyono, 
2005: 56). 
 
 Pengaruh lain yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi adalah 
terjadinya perubahan minat para pelaku bisnis, yaitu efisiensi di bidang produksi ke 
efisiensi dalam tindakan manipulasi terhadap masyarakat, termasuk manipulasi 
terhadap pemerintah dalam usaha mencapai tujuan untuk memperoleh keuntungan 
yang diinginkan. Hal ini mempunyai pengaruh cenderung memiskinkan orang 
miskin, seolah-olah berbuat amal kepada pengusaha atas beban masyarakat 
(konsumen) dan cenderung membuat pemerintah korup. 
 e). Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 
1)Identification Doctrine (teori identifikasi) 
Dalam teori ini dicari siapa dalam perusahaan yang melakuakan delik 
tersebut yang individu yang paling senior atau yang memiliki kuasa tertinggi dalam 
mengeluarkan kebijakan perusahaan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban 
atas perbuatan perusahaan tersebut. Individu iniah yang dianggap sebagai actor 
intelektual atas perbuatan perusahaan tersebut. Dengan kata lain dalam teori ini 
perbuatan pemimpin perusahaan dapat di identifikasikan sebagai perbuatan 
perusahaan. Oleh karenanya ia dimintakan pertanggungjawaban pidananya. 
2)Aggregation Doctrine (teori aggregate) 
Teori ini menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh 
perusahaan adalah kumpulan perbuatan beberapa orang didalam perusahaan 
yang menjadi satu, sehingga kepada mereka secara total pertanggungjawaban 
atas delik dapat dimintakan. 
3)Reactive Corporate Fault 
Ketika delik dilakukan oleh atau atas nama perusahaan, pengadilan dapat 
memerintahkan kepada perusahhaan yang menjadi pelaku delik untuk melakukan 
investigasi untuk menemukan siapa dalam perusahaan yang bertanggungjawab 
atas delik dan melakukan tindakan penghukuman yang dianggap perlu terhadap 
orang tersebut. 
4)Vicarious Liability (Pertanggungjawaban Pidana Sesorang Atas Perbuatan Orang 
Lain). 
Teori ini menerangkan bahwa seseorang dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya atas perbuatan pidana orang lain. Dalam hal ini 
perusahaan dapat memintakan pertanggungjawabanya terhadap perbuatan 
pidana individu didalam perusahaan tersebut selama individu tersebut melakukan 
perbuatan masih dalam lingkup pekerjaan. 
5)Management Failure Model 
Dalam teori ini pelaku melakukan delik dikarenakan kesalahan 
manajemen dalam perusahaan tersebut. Pada pelaku tidak melekat unsur 
kesalahan. Kesalahan ada pada perusahaan. 
6)  Corporate Mens Rea Doctrine 
Doktrin ini menganggap perusahaan sama seperti individu sebagai subyek 
hkum pidana dan oleh karea unsur means rea melekat pada perusahaaan bukan 
pada individu-individu dalam perusahaan tersebut (Muladi dan Dwidja 
Priyatno,2010: 222-223). 
f). Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  
Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada 3 sistem 
pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek hukum pidana, yaitu: 
1) Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab. 
Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat 
tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (naturlijk 
persoon). sistem pertanggungjawaban krporasi ini bertitik tolak pada asas 
societas/universitas delinquere non potest . asas ini berlaku pada abad yang lalu 
pada seluruh negara Eropa kontinental. Hal ini sejalan dengan pendapat-
pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu 
dan kemudian dilanjutkan oeh aliran modern dalam hukum pidana. 
Dalam Memori penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 
diberlakukan pada tanggal 1 September 1886 bahwa suatu perbuatan pidana 
hanya dapat dilakukan oleh perorangan (naturlijke persoon). Sistem ini dianut 
oleh KUHP, karena sistem ini menganut pendirian bahwa oleh karena korporasi 
tidak dapat melakukan sendiri perbuatan yang merupakan tindak pidana dan 
tidak dapat memiliki kalbu yang salah (guality mind), akan tetapi yang 
melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi yang di dalam 
melakukan perbuatan tersebut dilandasi oleh sikap kalbu tertentu baik yang 
berupa kealpaan atau kesengajaan, maka pengurus dari korporasi itulah yang 
harus memikul pertanggungjawabam pidana atas perbuatan yang dilakukakan 
sekalipun perbuatan itu dilakukan dan atas nama korporasi yang dipimpinnya. 
Pendirian KUHP yang menganut sistem ini sebagai konsekuensi dari 
pendirian KUHP bahwa hanya manusia yang merupakan subyek tindak pidana. 
Pendirian KUHP yang menganut sistem ini tampak dari bunyi pasal 59 KUHP dan 
Pasal 399 KUHP. 
Pasal 59 KUHP berbunyi sebagai berikut: ”Dalam hal dimana karena 
pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota pengurus, 
atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota pengurus, atau komisaris, 
yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana”. 
Secara a contrario Pasal tersebut menentukan bahwa pidana dijatuhkan 
terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris (suatu 
korporasi) yang melakukan campur tangan dalam pelaksanaan tindak pidana 
yang terhadap tindak pidana tersebut diancamkan pidana kepada pengurus 
(Dwidja Priyantno, 2004: 54). 
2) Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab 
Sistem pertanggungjawaban korporasi yang kedua ini ditandai dengan 
pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak 
pidana dapat dilakuakan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan 
tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum 
(korporasi) tersebut. Secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana beralih dari 
anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan 
melakukan apabila melalaikan memimpin secara sesunguhnya. Dalam sistem 
pertanggungjawaban ini korporasi dapat menjadi pembuat tindak pidana, akan 
tetapi yang bertanggungjawab adalah para anggota pengurus asal saja 
dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu (Setiyono, 2005: 13). 
3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab 
Sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini merupakan permulaan adanya 
tanggungjawab yang langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka 
kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut 
hukum pidana. Hal-hal yang dipakai sebagai dasar pembenar atau alasan-alasan 
bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah 
sebagai berikut: 
a) Pertama, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, 
keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita 
masyarakat dapat sekedemikian besarnya sehingga tidak akan mungkin 
seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja.  
b) Kedua, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada 
jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Dengan 
memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi 
itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan 
(Setiyono, 2005: 13). 
 
Peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai 
subyek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara 
pidana adalah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang 
Pengusutan, Penntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 15 ayat 1 
berbunyi: 
Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu 
badan hukum, suatu persroan, suatu perserikatan oarang atau yayasan, 
maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana dan tindakan tata 
tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau 
yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah, melakukan 
tindak pidan ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam 
perbuatan atau kelalian itu, maupun terhadap kedua-duanya. 
 Hal serupa juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 
tentang Pos, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang. 
Dalam sistem yang ketiga ini, telah terjadi pergeseran pandangan, bahwa 
korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, di samping manusia 




























B. Kerangka Pemikiran 
 Gambar 1 






Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana diubah Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001  





Individu/perorangan  Korporasi 
Sanksi 
  
 KUHP kita hanya mengatur subyek hukum adalah manusia atau perorangan, 
karena di Indonesia masih menganut suatu pandangan bahwa perbuatan pidana  hanya 
dapat dilakukan oleh orang atau manusia pribadi. Hal ini sesuai dengan pasal 59 KUHP. 
Sehingga KUHP kita tidak mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana. 
 Seiring dengan semakin besar peranan korporasi dalam berbagai bidang 
perekonomian, dan adanya kecenderungan korporasi melakukan kejahatan dalam 
mencapai tujuannya, khususnya tindak pidana korupsi. Maka dengan ini dapat dikatakan 
bahwa korporasi juga merupakan suatu subyek hukum disamping manusia. 
Melihat fenomena korupsi  yang terjadi di Negara kita ini, pemerintah melalaui 
lembaga legislatif membentuk suatu produk hukum yakni Undang-Undang 31 Tahun 
1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana undang-undang tersebut adalah undang-
undang tindak pidana khusus, didalamnya telah mengatur subyek hukum tindak pidana 
korupsi selain perorangan atau individu juga mengatur korporasi sebagai subyek hukum. 
Sehingga jika korporasi melakukan tindak pidana korupsi maka dapat dimintai 
pertanggungjawabannya. 
Selain individu atau perseorangan yang melakukan suatu tindak pidana korupsi 
maka korporasi yang mana telah dianggap sebagai subyek hukum jika melakukan suatu 
tindak pidana korupsi haruslah mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
Dengan diundangkannya Undang-Undang tersebut diharapkan pemberantasan 
tindak pidana korupsi semakin mendapatkan hasil yang optimal mengingat semakin hari 
semakin banyak kasus korupsi yang terjadi yang dilakukan oleh korporasi. Dan  adanya 
pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi ini salah satu cara untuk 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Berdasar Undang Undang Nomor 31 
Tahun 1999 Sebagaimana Telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20  Tahun 
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
1. Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Berdasar Undang Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (UUPTPK). 
Perkembangan baru yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengatur korporasi sebagai subyek 
hukum tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam 
UU No. 3 tahun 1971. Dicantumkannya korporasi sebagai subyek hukum  tindak 
pidana merupakan langkah maju dari pembentuk undang-undang. Dengan 
menempatkan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana akan memberikan 
harapan serta optimisme bagi upaya pengusutan korupsi secara tuntas dan efektif 
mungkin. Melalui perundang-undangan, korporasi dewasa ini diterima sebagai 
subyek hukum dan diperlakukan sama dengan subyek hukum yang lain, yaitu 
manusia (alamiah). Dengan demikian korporasi dapat bertindak seperti manusia 
pada umumnya. Pada UUPTPK ini pengaturan pertnggungjawaban korporasi 
tercantum dalam Pasal  1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut: 
1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi 
baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 
2. Pegawai Negeri adalah meliputi:  
a.  pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang Kepegawaian; 
b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana; 
c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; 
d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima 
bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau 
e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang 
mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. 
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. 
 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan sebagai berikut: 
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 
sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan sebagai berikut: 
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 
 
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan sebagai berikut: 
(1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atas atau nama suatu 
korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan 
terhadap korporasi dan atau pengurusnya. 
(2) Tindak pidana korupsi dilakakukan oleh orang-orang baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam 
lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. 
(3) Dalam hal tuntutan pidana dapat dilakukan terhadap suatu korporasi 
maka korporasi tersebut dapat diwakili oleh pengurus. 
(4) Pengurus yang mewakili korporsai sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3) dapat diwakili oleh orang lain. 
(5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap 
sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus 
tersebut dibawa kesidang pengadilan. 
(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka 
pegadilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut 
disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau 
ditempat pengurus berkantor. 
(7) Pidana pokok yang dapat dijathkan terhadap korporasi hanya pidana 




Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu melakukan pembangunan di 
segala bidang. Hakekat suatu pembangunan adalah proses perubahan terus 
menerus menuju pada suatu peningkatan kehidupan masyarakat. Dengan demikian 
pembangunan senantiasa akan menimbulkan perubahan, secara langsung maupun 
tidak langsung berpengaruh terhadap keseimbangan manusia dan lingkungan dalam 
segala aspek kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut Garis-Garis Besar Haluan 
Negara menegaskan: 
 Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang 
berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan 
Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub 
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap 
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan perdamaian dunia yang 
berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial (GBHN, 1998: 16). 
 
 Sejalan dengan perubahan  masyarakat, pelaksanaan pembangunan 
tersebut di atas, menunjukkan adanya perkembangan yang memadai dan berjalan 
cukup cepat. Dalam proses pembangunan itu sendiri, ternyata ada pula banyak 
faktor penghambat pembangunan yang berkembang bersamaan dengan 
berkembangnya pembangunan itu sendiri. Salah satu faktor penghambat 
pembangunan itu adalah berupa perbutan korupsi. Masalah korupsi merupakan 
masalah yang sangat sentral di dalam kurun waktu pembangunan dewasa ini dan 
sering hal itu menimbulkan perbincangan dan diskusi yang berkepanjangan oleh 
berbagai kalangan masyarakat.  
Semua pihak sepakat bahwa korupsi telah merupakan penyakit kronis di 
Indonesia. Tidak diragukan lagi bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan 
yang tercela sekali, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat dan 
bangsa Indonesia. Korupsi merupakan suatu penyakit masyarakat yang 
menggerogoti kesejahteraan rakyat, menghambat pelaksanaan pembangunan, 
merugikan ekonomi dan mengabaikan moral, oleh karena itu harus segera 
diberantas.  
Usaha penanggulangan bentuk kejahatan tersebut sangat diprioritaskan 
karena korupsi dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan 
nasional, merintangi tercapainya tujuan nasional, mengancam keseluruhan sosial, 
merusak citra aparatur yang bersih dan berwibawa yang pada akhirnya akan 
merusak kualitas manusia dan lingkungannya. Di tengah situasi perekonmian 
nasional yang buruk seperti sekarang ini, tuntutan masyarakat agar berbagai bentuk 
penyelewengan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme segera diberantas, makin 
meningkat ganasnya. Segala bentuk kebocoran dan pemborosan anggaran-anggaran 
harus segera dicegah dan ditanggulangi. Harus disadari oleh segenap komponen 
bangsa bahwa untuk membiayai jalannya roda pembangunan memerlukan biaya 
yang tidak sedikit jumlahnya. Sumber biaya itupun dalam krisis seperti ini makin 
sulit untuk diperoleh. Pajak sudah tidak bisa diandalkan lagi sebagai sumber 
pembiayaan pembangunan, sementara para kreditor luar negeri makin berhati-hati 
dalam memberikan pinjaman kepada Indonesia. Untuk itulah para pengelola 
pembangunan harus betul-betul hati-hati dalam melakanakan anggaran negara agar 
tidak ada kebocoran dalam bentuk korupsi.  
Sebetulnya sejak dahulu pemerintah telah berusaha untuk memberantas 
korupsi seoptimal mungkin, akan tetapi tampaknya belum memberikan hasil yang 
memuaskan. Berbagai aturan telah dibuat, di tiap departemen telah ada aparat 
pengawasan intern (irjen), ada BPKP, BEPEKA dan sebagainya, tetapi kasus korupsi 
ternyata terus menerus masih terjadi. Pemerintahpun tidak merasa bosan untuk 
secara kontinue berupaya menekan kerugian negara akibat korupsi. Budaya KKN 
menjadi realitas keseharian dan mendominasi perilaku bangsa kita dalam berbangsa 
dan bernegara. Upaya terbaru yang dilakukan pemerintah untuk memberantas 
korupsi adalah dengan lahirnya UU No. 31 tahun 1999 sebagaiman telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. UU lama, yaitu UU No. 3 tahun 1971 dirasakan tidak memadai lagi 
sebagai sarana penanggulangan korupsi. Dengan UU yang baru ini diharapkan 
mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat 
dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak 
pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara 
pada khususnya serta masyarakat pada umumnya (Widodo Tresno Novianto, 2007: 
3). 
Korupsi yang terjadi dan telah mendarah daging di negara kita ini dilakukan 
bukan saja oleh subyek hukum orang/manusia melainkan telah merambah pada 
suatu badan/korporasi. Selama ini hanya subyek hukum orang/manusia  yang 
melakukan tindak pidana korupsi yang dapat dijerat oleh hukum. Dan korporasi 
yang melakukan tindak pidana korupsi dengan leluasanya melakukukn perbuatan 
pidana tanpa ada rasa salah dan tanpa rasa takut akan terjerat sanksi pidana. Itu di 
karenakan hukum pidana  kita khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur korporasi sebagai 
subyek hukum tindak pidana korupsi. Sehingga akibat yang ditimbulkan adalah 
kerugian negara yang semakin meningkat karena adanya tindak pidana koruspsi 
yang dilakukan oleh korporasi yang belum bisa dijangkau oleh hukum. 
 Menurut Subekti dan Tjitrosudibio yang dimaksud dengan corporatie atau 
korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Sedangkan Yan 
Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu 
perseroan yang merupakan badan hukum, korporasi atau perseroan disini yang 
dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan 
seperti seorang manusia (persona) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan 
kewajiban memiliki hak menggugat maupun digugat di muka pengadilan (Muladi 
dan Dwidja Priyatno, 2010: 25). 
Adapun pengertian korporasi dalam Endisklopedia Ekonomi Keuangan, dan 
Perdagangan yang dihimpun oleh A. Abduracman menyatakan: corporation 
(korporasi; perseroan) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan 
susila yang diciptakan menurut undang-undang suatu negara untuk menjalankan 
suatu usaha atau aktifitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk 
untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan 
identitas itu dapat dituntut dimuka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu 
persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan menurut kontrak dan 
melaksanakan semuua fungsi lainya yang seseoarng dapat melaksanakannya 
menurut undang-undang suatu negara (Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010: 26).  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa:“ korporasi adalah kumpulan orang dan 
atau kekayaan terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum”. 
Berdasarkan pengertian korporasi yang dapat menjadi subyek hukum tindak 
pidana korupsi, maka jelas pengertian korporasi dalam hukum pidana korupsi jauh 
lebih luas yaitu yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Korporasi 
yang berbadan hukum contohnya: PT, Koperasi. Dan korporasi yang tidak berbadan 
hukum contohnya: perusahaan yang berbentuk firma, dan usaha dagang biasa. 
Dengan perkembangan baru sesuai apa yang diuraikan diatas, maka 
korporasi sebagai subyek hukum dalam bertindak  tidak dapat melakukan perbuatan 
sendiri, tetapi selalu harus melalaui perbuatan manusia. Pertanggungjawaban 
korporasi sebagai pelaku tindak pidana tidak terlepas dari adanya manusia yang 
menjadi pelaku sesungguhnya (pelaku materiil) dari tindak pidana itu. Setelah 
adanya perbuatan manusia yang menjadi pelaku tindak pidana kemudian dapat 
dikaji apakah atas apa yang dilakukannya tindak pidana itu dipenuhi unsur-unsur 
atau syarat-syarat untuk dapat membebankan pertanggungjawaban kepada 
korporasi. 
Berdasarkan adanya beberapa teori atau ajaran pertanggungjawaban 
korporasi, maka pendapat penulis menganut ajaran atau teori identifikasi dan teori 
aggregate. Yang mana pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi 
atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah apabila dipenuhi unsur-
unsur atau syarat-syarat sebagai berikut: 
1. Delik atau tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk commission maupun 
omission) dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang dalam 
struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai directing mind dari 
korporasi. 
Directing mind dari korporasi adalah personel atau anggota yang memiliki 
posisi sebagai penentu kebijakan atau memiliki kewenangan sah untuk 
melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang mengikat korporasi tanpa 
harus mendapat persetujuan dari atasan. Directing mind dari suatu korporasi 
tidak terbatas kepada satu orang saja. Sejumlah pejabat dan direktur dapat 
merupakan directing mind dari korporasi tersebut. Dengan kata lain, 
pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi hanya apabila 
delik tersebut: dilakukan atau tidak dilakukan oleh directing mind korporasi, 
diperintahkan oleh directing mind korporasi agar dilakukan atau tidak dilakukan 
oleh orang lain. 
Dengan demikian pertanggungjawaban pidana korporasi hanya 
diberlakukan dalam hal delik: 
a. Dilakukan oleh pengurus, yaitu mereka yang menurut anggaran 
dasarnya secara formal menjalankan pengurusan koporasi, dan /atau 
b. Dilakukan oleh mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar 
korporasi bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan 
untuk melakukan perbuatan yang mengikat korporasi secara hukum 
berdasarkan: 
1) Pengangkatan oleh pengurus untuk memangku jabatan dengan 
pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri 
dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat 
pada jabatanya itu untuk dapatt melakukan perbuatan yang 
secara hukum mengikat korporasi; atau 
2) Pemberian kuasa oleh pengurus atau oleh mereka sebagaimana 
dimaksud daslam huruf (1) diatas untuk dapat melakukan 
perbuatan yang secara hukum mengikat korporasi. 
c. Diperintahkan oleh mereka yang tersebut dalam huruf (a) dan (b) diatas 
agar dilakukan oleh orang lain. 
Dengan demikian, apabila delik dilakukan atau diperintahkan oleh 
seseorang, sekalipun orang itu adalah personel atau anggota korporasi, 
tetapi personel atau anggota tersebut tidak memiliki kewenangan untuk 
mengambil keputusan yang mengikat korporasi dalam melakukan atau tidak 
melakukan perbuatan itu, maka korporasi tidak diharuskan untuk ikut 
bertanggungjawab atas dilakukannya delik atau tindak pidana itu. 
2. Delik atau tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan 
korporasi 
Artinya, hanya apabila kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sesuai 
dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran 
dasarnya, baru perbuatan pengurus itu dibebankan pertanggungjawabannya 
kepada korporasi. Jadi apabila tindak pidana yang dilakukan atau diperintahkan 
agar dilakukan oleh orang lain merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan 
maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran 
dasarnya, maka korporasi yang bersangkutan tidak dapat dibebani 
pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian tindak pidana tersebut harus 
dipikul sendiri pertanggungjawabannya oleh personil atau anggota korporasi 
yang melakukan perbuatan itu atau yang memerintahkan agar perbuatan itu 
dilakukan oleh orang lain. 
Jika hal ini diterapkan secara kaku oleh penegak hukum maka akan sangat 
sulit sekali untuk mengungkapkan pertanggungjawaban korporasi atau 
menyeret korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Dengan argumen 
direksi telah bertindak menyalahi wewenang atau melampaui batas yang telah 
ditentukan korporasi sebagaimana dalam anggaran dasar (AD/ART korporasi) 
maka korporasi lepas dari tanggungjawabnya. Tentunya apabila semua berpijak 
demikian akan begitu mudah bagi korporasi untuk selalu cuci tangan  dan 
terlepas dari kasus-kasus korupsi. Padahal, bisa terjadi perbuatan korupsi 
tersebut justru dirancang untuk dinikmati oleh korporasi dalam memperbesar 
modal usahanya sehingga melakukan ekspansi usaha yang lebih luas lagi. Oleh 
karenanya untuk meminimalisir keadaan ini harus tetap diingat oleh aparat 
penegak hukum yakni sepanjang pengurus bertindak atas nama dan untuk 
kepentingan korporasi maka jelas penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus 
maka korporasi tersebut bertanggungjawab, sekalipun perilaku direksinya 
melampaui batas kewenangannya. Dalam meminta pertanggungjawaban 
korporasi, memang aparat penegak hukum diharapkan dapat bertindak dengan 
ekstra cermat dan berhati-hati. 
3. Tindak pidana atau perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan maksud dapat 
memberikan manfat bagi korporasi. 
Artinya, pertanggungjawaban atas dilakukannya perbuatan pidana tersebut 
menjadi pertanggungjawaban korporasi hanya apabila personel atau anggota 
yang melakukan perbuatan tersebut sejak semula memiliki tujuan atau maksud 
agar tindak pidana atau perbuatan pidana tersebut memberikan manfat bagi 
korporasi. Manfaat tersebut dapat berupa keuntungan finansial atau non-
finansial atau dapat menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial 
maupun non-finansial bagi korporasi. Dalam hal pelaku hanya menjalankan 
perintah orang lain, pertanggungjawaban dari tindak pidana itu dapat di 
bebankan kepada korporasi hanya apabila pemberi perintah memiliki maksud 
atau tujuan bahwa tindak pidana itu akan memberikan manfaat bagi korporasi. 
Sekalipun tindak pidana tersebut gagal memberikan manfaat bagi korporasi, 
tetapi korporasi hrus memikul pertanggungjawabn pidananya. 
4. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan 
pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban 
Oleh karena pembebanan pidana kepada korporasi terjadi karena dilakukan 
oleh directing mind korporasi atau diperintahkan olehnya, maka unsur tidak 
adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf pada directing mind korporasi 
tersebut harus dipenuhi. Dengan kata lain apabila pelaku atau pemberi perintah 
tindak pidana itu memiliki alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk 
membebaskan diri dari pertanggungjawaban pidana tersebut, maka 
pertanggungjawaban pidana tersebut tidak dapat dibebankan baik kepada 
personel atau anggota korporasi yang bersangkutan maupun kepada korporasi. 
5. Bagi tindak pidana yang mengaruskan adanya unsur tindak pidana dan unsur 
kesalahan, kedua unsur tersebut tidak harus terdapat pada satu orang saja. 
Artinya, bagi orang yang melakukan tindak pidana perlu harus memiliki 
sendiri kesalahan, asalkan dalam hal yang itu melakukan tindak pidana itu 
menjalakan perintah atau suruhan orang lain (tentu saja direcrting mind-nya 
korporasi) yang menghendaki dilakukan perbuatan tersebut( Dwidja 
Priyatno:2004, 89-92). 
Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pelaku tindak pidana hanya 
berdasarkan sikap kalbu untuk menjalankan perintah atasan, tetapi tidak 
menyadari latar belakang sesungguhnya dari perbuatan pidana yang 
dilakukannya. Dalam hal ini, korporasi tetap harus bertanggungjawab atas 
tindak pidana yang dilakukan orang tersebut. 
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, dapat diketahui pada ayat (1) mengandung maksud bahwa 
subyek hukum tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada individu saja 
melainkan korporasi juga. Dimana pengertian korporasi disini adalah kumpulan 
orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik yang berbadan hukum maupun 
tidak berbadan hukum. Sedangkan pada ayat (2) mengenai pengertian Pegawai 
Negeri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berlapis tiga, yaitu pegawai negeri 
menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian, menurut Pasal 92 KUHP, dan menurut Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Dan pada ayat (3)  
menyatakan bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-Undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi ini adalah orang perorangan dan korporasi, karena undang-
undang ini mengakui suatu korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi 
maka undang-undang ini berlaku juga bagi korporasi yang melakukan tindak pidana 
korupsi. 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, pada ayat (1) jika dirnci memiliki unsur-unsur: 
a. Perbuatan: memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, memperkaya 
suatu korporasi 
b. Dengan cara melawan hukum 
c. Yang dapat merugiakn keuangan Negara atua perekonomian Negara. 
Dalam rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 adalah rumusan yang 
paling abstrak diantara rumusan-rumusan yang lainnya, karena cakupannya sangat 
luas, sehingga membuka perebatan dan penafsiran yang beragam tentang 
pengertian korupsi dalam rangka penerapannya pada kasus-kasus konkret yang 
terjadi. Tetapai dari segi positif rumusan seperti ini adalah cangkupannya sangat 
luas sehingga lebih mudah menjerat si pembuat. Selain itu, rumusan abstrak seperti 
ini lebih mudah mengikuti arus perkembangan masyarakt melalui penafsiran hakim. 
Namun, segi negatifnya mengurangi kepastian hakim akibat terbukanya peluang dan 
kecenderungan yang lebih luas bagi jaksa dan hakim yang tidak baik untuk 
menggunakan pasal ini secara serampangan. Lebih-lebih apabila sejak awal sutau 
perkara sudah disekenario atau diatur sekedemikian rupa oleh orang-orang kuat 
dibelakangnya.luasnya perumusan pada Pasal 2 ini selalu tercantum dalam surat 
dakwaan perkara korupsi, bahkan sering menjadi akwaan primer dan subsidernya, 
atau dakwaan pertama dan kedua. Hal ini dapat  membuktikan bahwa Pasal 2 ini 
dapat digunakan secara sembarangan dan semua keadaan pada kasus dugaan 
korupsi. 
Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Apabila dirinci, rumusan Pasal 3 tersebut mengandung 
unsur-unsur sebagai berikut: 
Unsur-unsur obyektif 
a. Perbuatan 
1) Menyalahgunakan kewenangan 
2) Menyaahgunakan kesempatan 
3) Menyalahgunakan sarana 
b. Yang ada padanya 
1) Karena jabatan 
2) Karena kedudukan 
c. Yang dapat merugikan 
1) Keuangan negara 
2) Perekonomian negara 
Unsur subyektif 
a. Dengan tujuan 
1) Menguntungkan diri sendiri 
2) Menguntungkan orang lain 
3) Menguntungkan suatu korporasi 
Si pembuat/subyek hukum tindak pidana korupsi oleh rumusan Pasal 3 
disebut sebagai setiap orang, yang oleh Pasal 1 butir 3 dijelaskan terdiri dari orang 
pribadi dan korporasi. Dari ketentuan itu dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ini 
dapat juga dilakukan oleh subyek hukum korporasi. Sehingga munculah pertanyaan 
yakni apakah mungkin tindak pidan menyalahgunakan kewenangan itu dilakukan 
oleh korporasi?. Menurut penulis, karena korporasi bersifat sebagai subyek hukum 
yang tidak memiliki jabatan atau kedudukan seperti subyrk hukum orang, maka 
korporasi tidak mungkin dapat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 
sarana yang ada padanya (karena jabatan atau kedudukan) karena tidak dimilikinya. 
Subyek hukum yang dapat memiliki jabatan dan kedudukan hanyalah subyek hukum 
orang. Lain halnuya dengan tindak pidana memperkaya diri yang dirumuskan pada 
Pasal 2 yang dapat dilakukan oleh suatu korporasi. Jadi, tidak semua tindak pidana 
korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi dapat dilakukan oleh suatu korporasi, walaupun dalam Pasal 1 butir 
3 ditegaskan bahwa setiap orang itu adalah orang pribadi dan korporasi. 
 
 Pada Pasal 20 diatas tidak banyak yang dapat diketahui karena sumirnya 
rumusan, tetapi Pasal 20 ini memuat beberapa ketentuan. Setidaknya ada tiga hal 
yang harus benar-benar dipahami oleh praktisi hukum dalam menetapakan subyek 
hukum korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, yakni: 
1. indikasi kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi 
2. secara sumir mengatur hukum acaranya 
3. mengenai pembebanan tanggungjawab pidananya. 
Hal pertama mengenai indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi 
oleh korporasi, ialah bila korporasi tersebut dilakukan oleh orang-orang (yang baik 
berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain) bertindak dalam lingkungan 
korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama Pasal 20 ayat (2). 
Sayangnya disini belum jelas benar apakah yang dimaksud dengan hubungan lain itu 
karena didalam penjelasan mengenai Pasal 20 ayat (2) pasal ini tidak terdapat 
keterangan apapun. Untuk itu peran hakim (terutama hakim pada MA menjadi 
sangat penting untuk menjabarkannya). 
Mengenai hal yang kedua tentang bagaimana penanganannya (hukum 
acaranya), walaupun sangat sumir tetapi setidaknya telah memberikan sedikit 
keterangan yakni dalam hal terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi, maka 
tuntutan dan penjatuhan pidananya dilakukan terhadap korporasinya dan atau 
pengurusnya Pasal 20 (ayat 1). Apabila tuntutan dilakukan terhadap korporasi, maka 
korporasi tersebut diwakili oleh pengurusnya Pasal 20 (ayat 3). Namun demikian, 
pengurus ini juga dapat diwakilkan kepada orang lain Pasal 20 (ayat 4). Begitu juga 
dalam hal menyidangkan korporasi (yang tidak bernyawa dan tidak berpikir dan 
berperasaan) tersebut dilakukan terhadap penngurusnya Pasal 20 (ayat 5) dan 
kepada pengurusnyalah tuntutan dan panggilan dilakukan Pasal 20 (ayat 6).  
Jadi intinya, memang pengurusnyalah yang pada kenyataannya sebagi 
subyek hukum yang dapat dipanggil, dapat menghadap, dan dapat memberi 
keterangan. Akan tetapi korporasi semata-mata dapat dituntut secara pidana dan 
dijatuhi pidana denda saja. 
Sedangkan yang ketiga tentang bagaimana pembebanan tanggungjawab 
pidananaya apabila tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh korporasi ditentukan 
dalam ayat Pasal 20 (7) yang menyatakan bahwa pembebanan tanggungjawab 
terhadap korporasi hanya dapat dijatuhakan pidana pokok denda yang dapat 
diperberat dengan ditambah sepertiga ancaman makssimal  denda pada tindak 
pidana korupsi yang dilakukan korporasi tersebut. 
Berdasarkan uraian diatas maka Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini 
menganut teori pertanggungjawaban korporasi yaitu identification doctrine (teori 
identifikasi)  dan aggregation doctrine (teori aggregate). 
Teori atau ajaran identifikasi ditunjukan dari frasa:; “dalam hal tindak 
pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan 
penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”   
(Pasal 20 ayat (1) ) dan frasa  “apabila  tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-
orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain” (Pasal 
20 ayat (2) ). 
Sedangkan teori atau ajaran aggregrate ditunjukan dalam frasa “ apabila 
tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan 
kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi 
tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (Pasal 20 ayat (2) ). 
Teori identifikasi memerlukan adanya directing mind dari suatu korporasi. 
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi directing mind ada pada orang-orang yang memiliki hubungan kerja dengan 
korporasi. Orang-orang berdasarkan hubungan kerja adalah orang-orang yang 
memiliki hubungan kerja sebagai pengurus. 
Selanjutnya perlu dipahami mengenai siapa yang dimaksud dengan 
pengurus dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undamg Nomor 20 Tahun 2001  Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,. Dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1), ada 
keterangan yang dimaksud dengan pengurus. Bunyi penjelasannya sebagai berikut: 
“Yang dimaksud dengan pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan 
kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, 
termasuk mereka yang dalam kenyatannya memiliki kewenangan dan ikut 
memutuskan kebijakan yang dapat dikulifikasikan sebagai tindak pidana 
korupsi”. 
 
Berarti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana tersebut, yang 
dimaksud dengan pengurus bukan hanya terbatas kepada mereka yang menjadi 
organ dalam korporasi yang menjalanan kepengurusan sebagaimana yang 
ditentukan dalam anggaran dasar (pengurus dalam arti formil yuridis), tetapi 
termasuk juga siapa saja yang dalam kenyataan atau secara faktual menentukan 
kebijakan korporasi  (pengurus yang sekalipun secara formal yuridis tidak memiliki 
kewenanagna untuk melakukan kepengurusan, tetapi dalam kenyataannya 
menjalankan kepengurusan. Dalam kenyataan menjalankan kepengurusan disini 
maksudnya adalah mengendalikan pengurus yang dimaksud dalam arti formal 
yuridis). Diperlukan adanya kontekstual yakni penentuannya terkadang harus 
dilakukan kasus per kasus. Jabatan seseorang atau gelarnya di dalam perusahaan 
tidak dengan sendirinya membuat dia bertanggungjawab. Penilaian terhadap 
kewenanagn seseorang untuk dapat menentukan kebijakan-kebijakan korporasi 
atau untuk dapat membuat keputusan-keputusan, yang penting harus dilengkapkan 
di dalam melakukan analisis kontekstual tersebut. Perlu diperhatikan bahwa adanya 
kemungkinann untuk istilah yang dipakai bagi organ yang tugas dan wewenangnya 
adalah melakukan kepengurusan terkadang tidak disebut dengan istilah pengurus. 
Akan tetapi, apabila organ koperasi ternyata memiliki tugs dan wewenang untuk 
melakukan kepengurusan, maka organ itulah yang dimaksudkan sebagai pengurus 
menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
Perlu diperhatikan bahwa ada kemungkinan untuk istilah yang dipakai bagi 
organ yang tugas dan wewenangnya adalah melakukan kepengurusan terkadang 
tidak disebut dengan istilah pengurus. Akan tetapi, apabila organ korporasi ternyata 
memilliki tugas dan wewenang untuk melakukan kepengurusan, maka orga itulah 
yang dimaksudkan sebagai pengurus menurut Unang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi menentukan bahwa hanya apabila orang yang melakukan delik korupsi itu 
memiliki hubungan kerja atau memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan 
korporasi, barulah korporasi itu dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana 
atas tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh orang atau orang-orang 
tersebut. Sepanjang orang-orang tersebut tidak memiliki hubungan kerja atau tidak 
memiliki hubungan lain selain hubungan dengan korporasi, maka perbuatan orang 
atau orang-orang tersebut tidak dapat diatributkan kepada korporasi sebagai 
perbuatan korporasi. 
Dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi juga harus 
tetap memperhatikan asas “ tiada pidana tanpa kesalahan”, walaupun secara nyata 
tidaklah mungkin kita dapat melihat kesalahan korporasi karena korporasi tidaklah 
memiliki jiwa atau batin sebagai persyaratan adanya kesalahan. Dengan adanya 
ajaran identifikasi maka masalah kesalahan dapat kita lihat dari pengurus.  
Dengan mengatributkan perbuatan pengurus sebagai perbuatan korporasi 
(tentu saja dengan memenuhi persyaratan tertentu yang telah disebutkan diatas 
dengan menganut teori identifikasi dan teori aggregate) maka permasalahan 
mengenai ada tidaknya kesalahan pada sebuah korporasi dapat teratasi. 
Dari uraian diatas maka sistem atau model pembebanan  
pertanggungjawaban pidana korporasi dalm tindak pidana korupsi menganut sistem 
atau model yang ketiga yaitu korporasi yang berbuat dan juga yang 
bertanggungjawab. Maka  (baik tuntutan dan penjatuhan pidana) terhadap korporsi 
yang telah melakukan tindak pidana korupsi dapat dilakukan terhadap: 
1) Korporasi 
2) Pengurusnya 
3) Korporasi dan pengurusnya 
 
B. Sanksi Terhadap Korporasi Yang Telah Melakukan Tindak Pidana Korupsi 
1. Sanksi Terhadap Korporasi Yang Telah Melakukan Tindak Pidana Korupsi. 
Sehubungan diterimanya korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana 
korupsi sesuai apa yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengatur korporasi 
sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi. Sehingga apabila korporasi yang 
melakukan tindak pidana korupsi dan sah terbukti melakukan tindak pidana itu 
maka dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku yaitu dalam 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denagn Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Sanksi atau pemidanaan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana 
korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi termuat dalam Pasal 20 ayat (7): ”Pidana pokok  yang dapat 
dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda, yang maksimumnya 
ditambah/diperberat 1/3 (satu pertiga)”. Selain pidana pokok denda sesuai Pasal 20 
ayat (7) yang dijatuhkan pada korporasi yang telah melakukan tindak pidana 
korporasi, juga dimungkinkan penjatuhan pidana tambahan sesuai dalam: ”Pasal 18 
ayat (1) huruf c: ”Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling 
lama (1) satu tahun”. 
2. Pembahasan. 
Pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menangulangi masalah-
masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Pengunaan 
sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif yang 
bersifat ekonomis harus dipertimbangkan benar urgensinya. Perlu dipertimbangkan 
bahwa sanksi pidana akan menemui kegagalan  dan mendatangkan kecemasan 
belaka. Terlalu banyak mengunakan ancaman pidana dapat mengakibatkan 
devaluasi dari undang-undang pidana. 
Sehubungan dengan sanksi pidana ini, Jeremy Bentham menyatakan bahwa 
pidana hendaknya jangan digunakan apabila tidak mendasar (groundless), tidak 
dibutuhkan (needless), tidak menguntungkan (unfrofitable), dan tidak efektif 
(ineffective). Packer menyatakan bahwa pidana itu menjadi penjamin yang utama 
(primer guarantor) apabila pidana itu digunakan secara cermat, hati-hati 
(providently) dan secara manusiawi (humanly). Akan tetapi sebaliknya pidana bisa 
menjadi pengacuan yang membahayakan (prime threatner) apabila digunakan 
secara indiscriminately dan coercively. Lebih lanjut Packer menegaskan bahwa 
syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencangkuphal-hal 
sebagai berikut: 
1. perbuatan yang dilarang tersebut menurut pandangan sebagian besar anggota 
masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat dan tidak 
dibenarkan oleh siapa saja yang oleh masyarakat dianggap penting. 
2. penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut konsisten dengan tujuan-
tujuan pemidanaan. 
3. pemberantasan terhadap perbuatan tersebut tidak akan menghalangi atau 
merintangi perilaku masyarakat yang diinginkan. 
4. perilaku tersebut dapat dihadapi melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak 
bersifat diskriminatif. 
5. pengaturannya melalui proses hukum pidana tidak akan memberikan kesan 
memperberat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 
6. tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan daripada sanksi pidana tersebut guna 
menghadapi perilaku tersebut (Setiyono, 2005: 117). 
 
Pemidanaan terhadap korporasi, sekalipun sering dikaitkan dengan masalah 
finansial, namun sebenarnya mengandung tujuan yang lebih jauh. Perlu dikaji 
pendapat dari Suzuki agar dalam menjatuhkan pidana pada korporasi, misalnya 
daalm bentuk penutupan seluruh  sebagian usaha, dilakukan secara hati-hati. Hal ini 
disebabkan karena dampak putusan tersebut sangat uas. Yang akan menderita tidak 
hanya yang berbuat salah, tetapi juga orang yang tidak berdosa seperti buruh. 
Untuk mencegah dampak negatif pemidanaan korpirasi, hendaknya dipikirkan untuk 
mengasuransikan para buruh/pekerja, pemegang saham. Sehingga efek pemidanaan 
terhadap korporasi yang mempunyai dampak negatif dapat terhindarkan ( Muladi 
dan Dwidja Priyatno, 2010: 143). 
Menurut Tim Pengkaji Bidang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum 
Nasional dalam Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981, 
menyatakan dasar pertimbangan pemidanaan korporasi ialah” jika dipidananya 
pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi, terhadap delik-delik yang 
dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi karena delik itu cukup besar kerugiaan 
yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan-saingannya sangat berarti”. 
Dengan demikian dipidananya pengurus tidak dapat memberikan jaminan yang 
scukup bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang 
oleh undang-undang (Dwidja Priyatno, 2004: 121). 
Kalau dilihat secara global, maka tujuan pemidanaan yang bersifat 
integrasif, yang mencangkup: 
1. Tujuan pemidanan adalah pencegahan (umum dan khusus).  
Pencegahan khusus bilamana seorang penjahat bisa dicegah melakukan suatu 
kejahatan dikemudian hari apabila dia sudah mengalami dan sudah meyakini 
bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya, tujuan pemidanaan ini 
adalah untuk mendidik atau memperbaiki. Sedangkan pencegahan umum 
artinya bahwa penjatuhan pidana dilaakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar 
orang lain tercegah untuk melakukan kejahatan. Bila dihubungkan dengan 
tujuan pemidanaaan korporasi, bahwa dengan dipidananya korporasi agar 
korporasi itu sendiri tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan korporasi 
lainnya tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan demi 
pengayoman masyarakat. 
2. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat 
bertujuan yang bersifat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan 
semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan 
kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalaui  pemidanaan agar 
masyarakat terlindungi bahaya pengulangan tindak pidana. Perlindungan 
masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa 
yang dinamakan tidak mau. Bila dikaitkan dengan pemidanaan korporasi, 
sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana. 
3. Tujuan pemidanaan adalah melahirkan solidaritas masyarakat. meliharaan 
solidaritas masyaraakt dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaaan adalah 
untuk mencegah adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam 
perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi. Pengertian solidaritas ini 
sering kai dibicarakan  pula dalam kaitannya dengan masalah kompensasi 
terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Bila dihubungkan 
dengan pemidaaan korporasi kompensasi terhadap korban untuk memelihara 
solidaritas sosial dilakukan oleh korporasi itu sendiri, yang diambil dari kekayaan 
korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat terpelihara. 
4. Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan/pengimbangan. tujuan pemidanaan ini 
yaitu adanya kesebandingna antara pidana pidana dengan pertanggungjawaban 
individu dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan beberapa faktor 
(Muladi dan Dwidja  Priyatno, 2010:148-149). 
 
Perkembangan di dalam perumusan sanksi pidana dibeberapa negara 
terutama Eropa sudah sedemikian maju bila dibandingkan jenis sanksi pidana yang 
diatur dalam KUHpidana Indonesia. Apabila dikaji mengenaia sanksi pidana meluas 
terhadap subyek tindak pidana berupa korporasi, maka seolah-olah sanksi pidana 
yng terdapat didalam KUHPidana tidak berdaya menampung tindak pidana yang 
dilakukan oleh korporasi. Walaupun ada beberapa sanksi yang relevan seperti 
pidana denda dan pengumuman putusan hakim dapat diterapkan terhadap 
korporasi. Hal ini dapat dimengerti sebab KUHPidana indonesia sekarang masih 
menganut subyek tindak pidana berupa orang/manusia. Sanksi pidana dirumuskan 
dalam Pasal 10 KUHP sesuai dengan dasar filosofinya hanya ditunjukan kepada 
manusia atau orang. 
 Sedangkan stelsel  pidana di dalam KUHP Pasal 10, terdiri dari: 
1. pidana pokok 
a. pidana mati; 
b. pidana penjara; 
c. pidana kurungan ; 
d. pidana denda. 
 
2. pidana tambahan 
a. pencabutan hak-hak tertntu; 
b. perampasan barang-barang tertentu; 
c. pengumuman putusan hakim. 
Untuk pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah denda, 
sedangkan untuk pidana tambahan, terbatas hanya perampasan barang-barang 
tertentu dan pengumuman putusan hakim. Untuk jenis pidana tambahan berupa 
pencabutan hak-hak tertentu yang tercantum dalam KUHP tersebut diatas tidak 
dapat dikenakan pada korporasi sebab menurut Pasal 35  ayat (1) KUHP, hak yang 
dapat dicabut adalah memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, hak 
memilih dan dipilih, hak menjadi penasehat, hak menjadi wali. Hal tersebut tidak 
ditujukan pada korporasi tetapi hanya tepat ditujukan pada orang perorangan. 
Berdasar keterangan mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap 
korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi adalah dapat diklasifikasikan 
sebagai berikut: 
1. Pidana Pokok 
Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak 
pidana korupsi adalah denda. Hal ini termuat  dalam Pasal 20 ayat (7) 
Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah denagn 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan sebagai berikut: 
”Pidana pokok  yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana 
denda, yang maksimumnya ditambah/diperberat 1/3 (satu pertiga)”. 
  
Ketentuan tersebut cukup wajar sebab dari dua jenis pidana pokok 
yang diancamkan yaitu pidana penjara dan denda hanya pidana denda yang 
dapat diterapkan untuk korporasi. Pidana pokok denda yang yang dapat 
diperberat dengan ditambah (1/3) sepertiga dari ancaman maksimum 
denda pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tersebut. 
Pada akhirnya, yang semula khayal (fiksi) bahwa korporasi sebagai subyek 
hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan bertanggungjawab seperti 
layaknya atau seolah-olah sebagai subyek hukum orang harus melihat dan 
kembali pada kenyataannya, yaitu pada saat akan membebani 
tanggungjawab dengan wujud menjatuhkan pidana. Kenyataaan bahwa 
badan/korporasi tidak mungkin dipidana yang intinya hilang kemerdekaan 
(sanksi dalam hukum pidana), melainkan hanyalah pidana denda.  
Sebagai catatan bahwa dalam ketentuan Pasal 20 ayat (7) 
mempunyai konsekuensi yang sama dengan dengan pidana yang 
dirumuskan tunggal, karena tidak ada alternatif  lain seandianya pidana 
denda untuk tindak pidana korupsi yang tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini 
akan menimbulkan masalah pada saat implementasinya yaitu tindakan apa 
yang dapat diambil seandainya pidana denda itu tidak dibayar oleh 
korporasi. 
Apabila pidana denda ini dijatuhkan terhadap subyek hukum orang 
tidaka akan menimbulkan masalah, oleh karena dalam Pasal 30 KUHP diatur 
bagaimana jika denda tidak dibayar yaitu dapat dikenakan pidana kurungan 
pengganti denda. Jadi jika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana sebagai undang-
undang pidana khusustidak mengatur tentang hal ini, maka sesuai Pasal 103 
KUHP  ketentuan KUHP lah yang dipakai. Masalah yang muncul bagaiman 
jika yang melakukan hal itu adalah korporasi jelas bahwa pidana kurungan 
pengganti denda ini tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Maka untuk 
mengatasi ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus membuat ketentuan khusus 
bagaiman jika denda tidak dibayar oleh korporasi.      
2. Pidana Tambahan  
Selain pidana pokok denda sesuai Pasal 20 ayat (7) yang dijatuhkan pada 
korporasi yang telah melakukan tindak pidana korporasi, juga dimungkinkan 
penjatuhan pidana tambahan sesuai dalam: ”Pasal 18 ayat (1) huruf c: 
”Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama (1) 
satu tahun”. 
Yang dimaksud dengan ”penutupan seluruh atau sebagian 
perusahaan” sesuai dengan penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf c adalah 
pencabutan izin usaha untuk sementara waktu sesuai dengan putusan 
pengadilan. 
Tapi ada yang perlu diperhatikan yaitu akibat penjatuhan pidana 
tambahan ini, sesuai apa yang di tulis Benjamin A. Olken dalam tulisannya 
yang berjudul “Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in 
Indonesia” yang menyatakan: 
“the main effect and usefulness of criminal conviction imposed 
upon a corporation cannot be seen either in any personal injury or, 
in most cases, in the financial determent, but in public opprobrium 
and stigma that attaches to a criminal conviction” ( Benjamin A. 
Olken, 2000: 45). 
Pemidanaaan terhadap korporasi dilakukan secara hati-hati, sebab 
dampak putusan tersebut sangat luas. Yang akan menderita tidak hanya 
yang berbuat salah, tetapi juga orang-orang tidak bersalah seperti para 
buruh, pemegang saham, dan para konsumen produk suatu perusahaan 
misalnya. 
Barda Nawawi Arif disamping pidana denda, sebenarnya jenis sanksi 
pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c seperti diatas dapat 
dijadikan pidana pokok untuk korporasi atau setidak-tidaknya sebagi pidan 
tambahan yang dapat dijatuhkan mandiri, kalau pidana penjara merupakan 
pidana pokok untuk subyek hukum orang/manusia, maka pidana pokok 
yang dapat diidentifikasikan dengan pidana perampasan kemerdekaan 
adalah sanksi berupa penutupan perusahaan atau korporasi untuk waktu 
tertentu atau pencabutan hak izin usaha. Brickey mengemukakan pendapat 
bahwa sering dikatakan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan kepada 
korporasi adalah denda, tetapi apabila dijatuhkan sanksi tambahan berupa 
segala pembatasan terhadap aktivitas korporasi, hal ini sebenarnya 
mempunyai hakekat yang sama dengan pidana penjara atau pidana 
kurungan (Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010: 152). 
 
Sebagai bahan pembanding lihat pasal 18 ayat (2) yang mengatur 
bahwa: 
”jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagiman 
dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) 
bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa 
dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”. 
 
Dari ketentuan diatas jelas diatur alternatif lain seandainya uang 
pengganti tidak dibayar oleh terpidana. Jadi dalam hubungannya dengan 
pidana pokok untuk korporasi dan formulasi dimasa yang akan datang 
dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasn 
Tindak Pidana Korupsi harus dirumuskan alternatif lain, jika denda tidak 
dibayar oleh korporasi misalnya dengan penutupan perusahaan atau 
korporasi untuk waktu tertentu, atau pencabutan izin usaha sebagaiman 
yang telah dikemukaakan Barda Nawawi Arif diatas, atau sanksi berupa 




BAB IV. PENUTUP 
A. Simpulan 
 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diperoleh 
kesimpulan: 
1. Pengaturan pertanggungjawaban korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 1, Pasal 
2, Pasal 3, dan Pasal 20.  
a. Dalam ketentuan Pasal I ayat (1) dimana pengertian korporasi disini adalah 
kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik yang berbadan hukum 
maupun tidak berbadan hukum, pada ayat (2) mengenai pengertian Pegawai Negeri 
menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berlapis tiga, Dan pada ayat (3)  menyatakan 
bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi ini adalah orang perorangan dan korporasi, karena undang-undang 
ini mengakui suatu korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi maka 
undang-undang ini berlaku juga bagi korporasi yang melakukan tindak pidana 
korupsi.  
b. Sedangkan Pasal 2 rumusan yang paling abstrak diantara rumusan-rumusan yang 
lainnya, karena cakupannya sangat luas, sehingga membuka perdebatan dan 
penafsiran yang beragam tentang pengertian korupsi dalam rangka penerapannya 
pada kasus-kasus konkret yang terjadi. Namun, segi negatifnya mengurangi 
kepastian hakim akibat terbukanya peluang dan kecenderungan yang lebih luas bagi 
jaksa dan hakim yang tidak baik untuk menggunakan pasal ini secara serampangan. 
c. Pasal 3, tidak semua tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan oleh suatu 
korporasi, walaupun dalam Pasal 1 butir 3 ditegaskan bahwa setiap orang itu adalah 
orang pribadi dan korporasi. 
d.  Pasal 20 tersebut memuat beberapa ketentuan yaitu: pertama, indikator kapan 
terjadinya tindak pidana korupsi oleh korporasi yang tercermin dalam Pasal 20 ayat 
(2). Yang kedua, secara sumir mengatur hukum acaranya, tetapi masih sedikit 
memberikan keterangan yakni hal tuntutan penjatuhan pidananya sesuai Pasal 20 
ayat (1), dan hukum acaranya pada Pasal 20 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). 
Dan yang ketiga, mengenai pembebanan tanggung jawab pidananya dalam Pasal 20 
ayat (7). Sehingga Undang-Undang Penberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut 
ajaran atau teori pertanggungjawaban korporasi identifikasi serta teori aggregate. 
Teori identifikasi ditunjukan dari frasa:; “dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan 
oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat 
dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”   (Pasal 20 ayat (1) ) dan frasa  
“apabila  tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain” (Pasal 20 ayat (2) ). Dan teori 
aggregate ditunjukan dalam frasa “ apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh 
orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, 
bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama 
(Pasal 20 ayat (2). Dengan mengurai Pasal 20 tadi sistem atau model 
pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi menganut sistem yang 
ketiga yaitu, korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab. 
2. Sanksi bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat 
berupa: 
a. Pidana pokok 
Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana 
korupsi adalah denda. Hal ini termuat  dalam Pasal 20 ayat (7) yang menyatakan 
sebagai berikut: ”Pidana pokok  yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya 
pidana denda, yang maksimumnya ditambah/diperberat 1/3 (satu pertiga)”.  
Ketentuan tersebut cukup wajar sebab dari dua jenis pidana pokok yang 
diancamkan yaitu pidana penjara dan denda hanya pidana denda yang dapat 
diterapkan untuk korporasi. Pidana pokok denda yang yang dapat diperberat 
dengan ditambah (1/3) sepertiga dari ancaman maksimum denda pada tindak 
pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tersebut. 
Sebagai catatan bahwa dalam ketentuan Pasal 20 ayat (7) mempunyai 
konsekuensi yang sama dengan dengan pidana yang dirumuskan tunggal, karena 
tidak ada alternatif  lain seandainya pidana denda untuk tindak pidana korupsi yang 
tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini akan menimbulkan masalah pada saat 
implementasinya yaitu tindakan apa yang dapat diambil seandainya pidana denda 
itu tidak dibayar oleh korporasi. 
b. Pidana tambahan  
Selain pidana pokok denda sesuai Pasal 20 ayat (7) yang dijatuhkan pada korporasi 
yang telah melakukan tindak pidana korporasi, juga dimungkinkan penjatuhan 
pidana tambahan sesuai dalam: ”Pasal 18 ayat (1) huruf c: ”Penutupan seluruh atau 
sebagian perusahaan untuk waktu paling lama (1) satu tahun”. 
Yang dimaksud dengan ”penutupan seluruh atau sebagian perusahaan” sesuai 
dengan penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf c adalah pencabutan izin usaha untuk 









Memperhatikan kelemahan-kelemahan tersebut diatas, baik kelemahan 
dalam pengaturan pertanggungjawaban korporasi maupun pengaturan umum sehingga 
berdampak terhadap pengaturan pemidanaan atau sanksi bagi korporasi yang 
melakukan tindak pidana korupsi, maka saran yang dapat diberikan adalah Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu di 
perbaharui atau diformulasikan kembali. 
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